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RINGKASAN

Dengan diundangkannya UUPK No. 8 Tahun 1999 diharapkan akan mampu
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, terlebih-lebih lagi dengan
dikeluarkannya beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain PP No. 69 Tahun 1999
tentang Label Dan Iklan Pangan. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan
yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya ataupun bentuk lain yang
disertakan pada pangan, dimasukkan atau ditempelkan pada bagian kemasan pangan.
Label sebagai informasi bagi konsumen harus benar, jelas dan jujur. Informasi adalah
merupakan salah satu hak konsumen sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 sub ¢
UUPK, disamping hak-hak lainnya. Ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur
atau informasi vang tidak memadai akan menyesatkan konsumen sehingga tidak
mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan menimbulkan akibat
hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung gugat bila sampai merugikan
konsumen.

Adapun permasalahan pokok yang diajukan adalah : apakah ketentuan-
ketentuan mengenai pelabelan produk makanan sudah memenuhi prinsip-prinsip
perlindungan konsumen dan apakah bentuk-bentuk informasi tidak memadai dalam
kaitannya dengan tanggung gugat pelaku usaha.

Dari hasil penelitian dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif dan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat disimpulkan bahwa
ketentuan-ketentuan mengenai pelabelan produk makanan dapat dikatakan sudah
memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen. UU No. 7 athun 1996 tentang
Pangan dan PPNo. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dilihat dari
substansinya memuat ketentuan yang mewajibkan setiap orang yang memproduksi
atau memasukkan makanan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib
mencantumkan label pada kemasan produknya dan sekurang-kurangnya berisi
keterangan tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi
bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan
kedalam wilayah Indonesia serta tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Disamping
itu juga memuat larangan bagi setiap orang yang memproduksi barang dan atau jasa
yang tidak sesuai dengan janji yang dicantumkan dalam label. Hal ini semua adalah
merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Bentuk-bentuk
informasi tidak memadai yang ditemukan pada label adalah yang menyangkut
mengenai representasi atau diskripsi atau uraian mengenai pangan, peringatan, dan
instruksi atau petunjuk pemakaian atau cara penyajian yang kurang lengkap, sehingga
menimbulkan cacat dalam informasi. Tanggung gugat pelaku usaha dalam hal
terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan adalah dapat dijatuhkan sanksi
administratif, pidana maupun perdata yang berupa ganti rugi, sesuai dengan keteirtuan
dalam UUPK, UU Pangan dan PP tentang Pelabelan.

viil
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ABSTRACT

Label as shape consumer right over information will provide an illustration to
consumer about a product, which in this paper author take a specialize to food
product.

From normative research that already done, can conclude : eventhough rules
about food product labeling involve principle of consumer protection, but doesn’t
give enough legal protection yet because an attention function didn’t work as they
expected. Shape of information that doesn’t enough as we expected can be found at a
label such a representation, warning and not complete instruction, therefore can cause
a defect in information. Although take a charge of enterprenuer in case if there is a
violation to label rules, can be punish by administrative sanction, criminal sanction or
civil sanction.

Eventhough reflection from principle of consumer protection can be found in
every rules and basicly participate enough to give protection to consumer, but it still
can be done perfectly.

Key words : label, consumer right, information, consumer protection

X
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan
ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan produk
makanan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan
bagi produk makanan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan
masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia,
terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label
pangan atau melalui iklan.! Adapun yang dimaksud dengan pangan menurut pasal
1(1) dari Undang Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan, Lembaran Negara No. 99
tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara No. 3656 tahun 1996 adalah :

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah

maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku

pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penviapan, pengolahan,

dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam hubungannya dengan masalah label maka masyarakat perlu

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi,

! Penjelasan PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, h. 15
1
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kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai produk makanan yang
beredar di pasar. Informasi pada label produk makanan atau melalui iklan sangat
diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat
menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi produk makanan.
Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Perdagangan produk makanan yang jujpr dan bertanggung jawab bukan
semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi produk
makanan. Melalui pengaturan yang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat,
diharapkan setiap orang yang memproduksi produk makanan atau memasukkan
produk makanan ke dalam wilayah Indonesia untuk .diperdagangkan dapat
memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Persaingan dalam
perdagangan produk makanan diatur supaya pihak yang memproduksi produk
makanan dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat iklan secara benar dan
tidak menyesatkan masyarakat melalui pencantuman label yang harus memuat
keterangan mengenai produk makanan yang jujur.

Setiap orang yang memproduksi produk makanan untuk diedarkan perlu
dibebani tanggung jawab, terutama apabila produk makanan yang diproduksinya
menyebabkan baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang
mengkonsumsi produk makanan tersebut’ UU pangan secara spesifik mengatur

tanggung jawab industri produk makanan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak

2 Penjelasan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Sinar Grafika 2000, h. 33
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yang dirugikan. Disamping tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, juga
menetapkan sanksi lainnya, baik yang bersifat administratif maupun pidana terhadap
para pelanggarnya.

Pemerintah menyadari perkembangan teknologi produk makanan sangat
berpengaruh terhadap pelabelan produk makanan. Perkembangan tersebut tidak
mungkin dicakup secara keseluruhan melalui PP No. 69 Tahun 1999 LN No. 131,
TLN No. 3867 ini. PP ini memerintahkan kepada instansi terkait untuk mengaturnya
bila diperlukan. Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang
perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan atau iklan
pangan, namun perlindungan secara batiniah perlu diberikan kepada masyarakat.
Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara
khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.
Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi
melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi produk makanan atau memasukkan
produk makanan ke dalam wilayah Indonesia untuk dipgrdagangkan.

PP No. 69 Tahun 1999 mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan
bahasa Indonésia, angka Arab, dan huruf Latin, Ketentuan ini berlaku mengikat tidak
hanya terhadap produk makanan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku
juga terhadaf) produk makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan. Tujuan pengaturan ini dimaksudkan agar informasi tentang produk

makanan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, taik di kota maupun di
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desa-desa, disamping untuk lebih memperkuat jaminan kepastian hukum bagi
masyarakat yang mengkonsumsi produk makanan.

Tanggal kadaluwarsa menunjukkan batas tanggal suatu produk makanan
masih layak dikonsumsi oleh konsumen. Tapi belum tentu makanan yang masih
dalam batas kedaluwarsa aman untuk dikonsumsi, kata Retno Widiastuti dan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disingkat YT.KI).? Jalan yang
yang harus dilalui produk makanan dan minuman dan produsen ke konsumen
memang panjang, Maka banyak gangguan yang membuat makanan menjadi tak layak
dikonsumsi sampai ke tangan konsumen meski secara de jure masih aman.

Produk yang sudah kedaluwarsa memang berbahaya jika dikonsumst.
Keracunan dari tingkat rendah sampai tinggi adalah akibat yang paling banyak
ditemui. Gejala awal umuntnya berupa muntah-muntah maupun mual. Olch sebab itu
masyarakat sebagai konsumen harus proaktif dan kritis dalam menanggapi hal ini.
Jika mendapatkan produk yang tak layak bisa langsung melayangkan komplain ke
distributor maupun produsen dengan bukti yang kuat, bisa juga memilih YLKI
sebagai mediatornya.*

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Malaysia misalnya, [ndonesia
masih tertinggal beberapa langkah dalam upaya melindungi konsumen. Di Malaysia,

pemberdayaan konsumen sudah ditangani oleh seorang menteri, yaitu Menteri Urusan

3 Yds. Agus Surono, Tanggal Kedaluwarsa Perly Dicermati, tulisan versi elektronik pada situs
hrp:Swww bangsakie.com, 22 Agustus 2000.
* Ibid. '
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Konsumen, sedangkan Indonesia masih menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan
serta UU No. 7 th 1996 tentang pangan’ Pada kasus beredarnya makanan
kedaluwarsa, mengetahui pihak yang bersalah lebih mudah, karena itu sudah menjadi
tugas mereka untuk tidak menjual makanan dan minuman kedaluwarsa.

Indonesia memang belum menerapkan ﬁelabelan kedaluwarsa pada setiap
makanan maupun minuman. Seperti yang tercantum dalam Permenkes No.
180/Menkes/1985, ada 13 jenis makanan dan minuman yang diharuskan
mencantumkan tanggal kedaluwarsa: roti, makanan rendah kalori, nutrisi suplemen,
coklat, kelapa dan hasil olahannya, minyak goreng, margarin, produk kacang, telur,
saus dan kecap, minuman ringan tak berkarbonat, sari buah dan susu.® Disamping itu
pencantuman label kedaluwarsa sendiri sampai saat ini belum ada standar baku. Ada
vang sudah menggunakan bahasa Indonesia beserta kaidah penanggalannya
(misalnya, sebaiknya digunakan sebelum: Januari 1999, dan tak jarang pula yang
masih memakai bahasa Inggris dan aturan penanggalannya (best before : 06.98).
Namun ada juga yang hanya berisi angka-angka melulu yang bagi awam tentu akan
menimbulkan tanda tanya.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah yang saya

ingin bahas dalam penelitian yang berjudul “Label Sebagai Perwujudan Hak

Konsumen Atas Informasi Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen™ adalah :

5 Ibid.
5 Ibid.
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a. Apakah ketentuan - ketentuan mengenai pelabelan produk makanan sudah
memenuhi prinsip — prinsip perlindungan konsumen?
b. Apakah bentuk — bentuk informasi tidak memadai dalam kaitannya dengan

tanggung gugat pelaku usaha?

3. Tujuan Penelitian
3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemikiran yang
konseptual tentang label sebagai perwujudan hak konsumen atas informast.
Disamping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran
berkenaan dengan label, mengingat semakin banyaknya produk makanan yang
beredar di masyarakat dengan bermacam-macam label, sehingga kepedulian
konsumen akan haknya atas informasi sangat membantu dalam usaha-usaha
pemberdayaan konsumen itu sendiri,
3.2. Tujuan Khusus
{. Untuk menganalisis apakah ketentuan — ketentuan mengenai pelabelan produk

makanan sudah memenuhi prinsip — prinsip perlindungan konsumen.

2. Diharapkan dapat mengungkapkan secara teoritis bentuk-bentuk informasi tidak

memadai dalam kaitannya dengan tanggung gugat pelaku usaha.

Tesis Label Sebagai Perwujudan ... | Gusti Ayu Puspawati



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis
maupun praktis.

1) Dari segi teoritis adalah untuk lebih memahami dan mengembangkan wawasan
pengetahuan dib{dang hukum periindungan konsumen Khususnya tentang
pelabelan.

2) Dari‘ segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan
pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam usaha perlindungan
konsumen baik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, konsumen itu sendiri maupun

pelaku usaha.

LS|
——

Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen yang lebih baik dan tidak memihak sebelah,
khususnya yang berkaitan dengan bidang pelabelan, yaitu harus ada perlindungan

yang seimbang antara para pelaku usaha dan konsumen.

5. Tinjauan Pustaka
Lahirnya UU tentang perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999 pada

tanggal 20 April 1999 LN No. 42, TLN No. 3821 tahun 1999 diharapkan dapat

mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan
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kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha, seperti dapat dibaca
dari konsiderans UU ini, dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan
martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,
kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta
menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.7 Pentingnya
pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas dari pelaku usaha
semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana
informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu
keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan/atau jasa
tertentu.

Sebagaimana dirumuskan didalam pasal 1 ayat 1 UU No. 8 tahun 1999 bahwa
yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan
konsumen menurut pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Secara umum perlindungan konsumen itu dapat dilakukan secara preventif
dan represif. Perlindungan secara preventif anatara lain melalui peraturan Menteri
Kesehatan yaitu bagaimanakah cara-cara berproduksi yang baik, uji laboratorium dan

lain-lain. Sedangkan secara represif yaitu dengan penjatuhan sanksi-sanksi, apabila

7 Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Temtang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka
Utama Jakarta, 2001, h. 2.
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pelaku usaha melanggar larangan-larangan dalam UUPK dan menimbulkan kerugian
bagi konsumen.

Bagaimanakah perlindungan konsumen itu diatur didalam UUPK. Didalam
pasal 2 UUPK ditentukan mengenai azas-azas/prinsip-prinsip perlindungan konsumen
yaitu berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen serta kepastian hukum. Selanjutnya didalam penjelasan pasal 2 UUPK
tersebut dikemukakan bahwa :

1. ' Azas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
keseluruhan.

2. Azas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

3. Azas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara lain kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam
arti materiil ataupun spirituil.

4. Azas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang dikonsumsi atau digunakan.

S. Azas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menanti hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin
kepastian hukum,

Pada era perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat masuk ke
semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur.
Secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi, dan

dihormati yaitu:
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1) Hak keamanan dan keselamatan
2) Hak atas informasi
3) Hak untuk memitlih
4} Hak untuk didengar
5) Hak atas lingkungan hidup ®

Perwujudan dari azas/prinsip keamanan dan keselamatan konsumen antara
lain dapat dilihat dari ketentuan pasal 4 UUPK yang mengatur mengenai hak-hak
konsumen.
Adapun hak-hak konsumen sebagaimana dirumuskan didalam pasal 4 UUPK antara
lain:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¢. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut,

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya,

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

* Sri Redjeki Hartono, Himpunan Makalah Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,
Penyunting Husni Syawali dan N. St Imaniyati, Mandar Maju 2000 Bandung, h. 39
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‘Disamping hak-hak dalam pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen
yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang
mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi
dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.’

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur ini disampaikan atau dilihat
melalui label yang tercantum dalam kemasan produk makanan (barang). Jika
dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan yang merupakan salah satu azas
perlindungan konsumen, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap
keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas.

Selain diatur didalam UU No. 8 th 1999 tentang UUPK, norma hukum yang
mengatur mengenai pelabelan ini dapat dilihat di dalam UU No. 7 th 1996 tentang
Pangan, PP No. 69 th 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menten
Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri
Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada
Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/1V/1985
tentang Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No.
02591/B/SK/VIII/91.

Didalam pasal 1 (3) dari PP No. 69 tahun 1999 ditentukan bahwa yang
dimaksud dengzin label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan

® Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo Jakarta 2000, h. 18
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pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian
kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

Lebih lanjut didalam pasal 2 ditentukan bahwa:

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas
kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label
pada, didalam dan atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikan
rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak
serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian di dalam pasal 3 dari PP No 69 th 1999 tersebut ditentukan bahwa:

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan
mengenai pangan yang bersangkutan.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

nama produk;

daftar bahan yang digunakan;

berat bersih atau isi bersih;

nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke

dalam wilayah Indonesia,

e. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.

coow

Keterangan mengenai nama dan alamat ditentukan didalam pasal 26 dan PP
No. 69 th 1999 yaitu:

(1) Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkam pada
label.

(2) Dalam hal menyangkut pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia,
selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada label wajib pula
dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah
Indonesia.

(3) Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbeda dari pihak yang mengedarkannya
di dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagai mana dimaksud dalam ayat
(2) pada label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan
tersebut.
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Dengan demikian konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan
jelas mengenai produk makanan yang diedarkan oleh produsen, tidak hanya dengan
menyebutkan nama produknya saja tetapi juga nama dan alamat pihak yang
memproduksi produk makanan tersebut.

Disamping itu didalam label juga dicantumkan nomor pendaftaran pangan
(pasal 30), keterangan tentang kode produksi pangan (pasal 31), keterangan tentang
kandungan gizi (pasal 32), keterangan tentang iradiasi pangan dan rekayasa genetika
(pasal 34), serta ketérangan tentang bahan tambahan pangan (pasal 43/PP No. 69 th.
1999).

Hal-hal tersebut diatas menunjukkan adanya azas kepastian hukum dalam
perlindungan konsumen.

Mengingat bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam maka didalam

pasal 10 dari PP No. 69 th 1999 ditentukan bahwa:

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke
dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan
tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan
tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

(2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari label.

Mengenai persyaratan halal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menten
Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/1/1996, yang dirubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang pencantuman tulisan “halal”

pada label makanan.
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Dalam pasal 3 (1) dari Kep. Menkes No. 82/1996 ini ditetapkan ada 10 jenis
produk makanan yang harus mencantumkan tulisan halal pada label makanan, yaitu:

mie;

bumbu masak;

kecap;

biskuit;

minyak goreng;

cokelat/permen;

susu, s krim;

daging dan hasil olahannya;

produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, shortening, lecithen;
produk lain yang dianggap perlu.

= i

Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis
produk makanan diwajibkan mencantumkan tulisan halal pada label produknya, tetapi
untuk makanan tertentu saja.

Hal ini mencerminkan adanya azas keamanan dan kesclamatan konsumen
dalam perlindungan konsumen. Disamping itu juga, tanggal, bulan dan tahun
kedaluwarsa dari suatu produk makanan wajib untuk dicantumkan secara jelas pada
label.

UUPK mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam dua
kelompok yaitu:

1} Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK)

2) Ketentuan pencantuman klausula baku (Bab V UUPK). 10

1 yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya
Bakti, Bandung 2000, h. 20
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Didalam pasal 8 UUPK dirumuskan didalam ayat 1 nya bahwa pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;

a. Tidak memenuhi atau tidak scsuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

¢. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa
tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tertentu,

f Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan,
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. Tidak  mencantumkan  tanggal kedaluwarsa atau  jangka  waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan
“halal” yang dicantumkan dalam label,

1. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut diatas maka itu
berarti perlindungan hukum konsumen sudah diabaikan yang berakibat pada kerugian
konsumen, Semua norma perlindungan konsumen dalam UUPK memiliki sanksi
pidana (pasal 62 ayat (1) dan (2) serta pasal 63 UUPK. Dalam pada itu hukum pidana
sebagai sarana sosia! defence bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan

masyarakat. '’

" 1bid h 24
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Tanggung gugat pelaku usaha atas kerugian konsumen diatur secara khusus
dalam satu bab yaitu bab VI, mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28 UU No. 8
th. 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilah
sebagai berikut:

a. Tujuh pasal, yaitu pasal 19, 20, 21, 24, 25, 26 dan pasal 27 yang mengatur
pertanggung jawaban pelaku usaha ;

b. Dua pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 yang mengatur pembuktian ,

c. Satu pasal, yaitu pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku
usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada
konsumen. '

Dalam pasal 19 ayat (2) disebutkan ganti rugi dapat berupa pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara milainya atau
perawatan kesehatan dan/atan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam pasal ini telah mereduksi pasal 1234 KUH Perdata yang
menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu
perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan

'* Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, op.cit, h. 65
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atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

dilampaukan.

Upaya memperoleh ganti rugi oleh korban atau ahli warisnya melalui gugatan
wanprestasi, tidak akan membawa hasil. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa “tidak
ada hubungan kontraktual tidak ada tanggung jawab” (no privity no Mlability
principle).*

Pasal yang secara tegas mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha atas
kerugian yang diderita konsumen yang ada kaitannya dengan pelabelan didalam UU
No. 8 th 1999 vaitu pasal 8 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di depan yang mana
jika hal ini dilanggar sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 62 bahwa:

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
dan seterusnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Selanjutnya didalam pasal 63 UUPK ditentukan bahwa terhadap sanksi pidana
dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu ;

b. pengumuman keputusan hakim ;

¢. pembayaran ganti rugi ;

" Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti Bandung 1999, (selanjutnya
disingkat Sudaryatmo I), h. 124

14 Johanes Gunawan, Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia, Fro Justitia, Tahun XI1
Nomor 2 April 1994, Unika Parahyangan Bandung, h. 3
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d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian
konsumen ; |

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran ; atau

f. pencabutan izin usaha.

Kemudian bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam hal
pengamanan dan pendaftaran makanan, tanggung jawab terhadap produk makanan
kedaluwarsa dan tanggung gugat perusahaan makanan industri rumah tangga akan
diuraikan dibawah 1ni.

.Secara umum tanggung jawab industri pangan diatur mulai dari pasal 41
sampal dengan pasal 44 UU No. 7 th 1996 tentang pangan. Akan tetapi tanggung
gugat pelaku usaha yang ada kaitannya dengan pelanggaran pelabelan adalah
sebagaimana ditentukan didalam pasal 55 huruf h UU No. 7 th 1996 yaitu :

Barang siapa dengan sengaja mengganti, melabel kembali, atau menukar

tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 32; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta

rupiah).

Didalam pasal berikutnya yaitu pasal 58 UU NO. 7 tahun 1996 ditentukan:

(h) Barangsiapa memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan
yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkar label sebagaimana
dimaksud dalam pasal 30 atau pasal 31;

(1) Memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan

mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan
atau 1klan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2;
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(j) Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label
bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesual menurut persyaratan agama
atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling
banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pasal 10 PP No 69 th 1999 menentukan bahwé : setiap orang yang
memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam,
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut, dan wajib mencantumkan
keterangan atau tulisan halal pada label. Jika terjadi pelanggaran atas hal tersebut
diatas maka dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan apa yang
ditentukan didalam pasal 61 ayat(1), yang mana tindakan administratif itu menurut
ayat(2) nya dapat meliputi :

a. peringatan secara tertulis |

b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk
menarik produk pangan dari peredaran ;

¢. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa
manusia ;

d. penghentian produksi untuk sementara waktu ;

e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan
atau ;

f. pencabutan ijin produksi atau ijin usaha.
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Pengenaan tindakan administratif dilakukan setelah peringatan tertulis
diberikan scbanyak-banyaknya tiga kali dan ini dapat dilakukan oleh Menteri Teknis
sesuai dengan masukan Menteri Kesehatan.

Jika hal ini dikaitkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No
82/MENKES/SK/1/1996 tentang Pencantuman tulisan “halal” pada label makanan,
maka menurut pasal 16 nya ditentukan bahwa :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi
pidana berdasarkan UU No. 23 th 1992 tentang Kesehatan dan atau KUHP.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam KUHP dan atau UU No. 23 th 1992,
pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

‘Sebagaimana ditentukan didalam pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI No
. 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan bahwa : makanan yang
dibebaskan dari wajib daftar adalah :

a. Makanan terolah yang daya tahannya tidak lebih dari tujuh har pada suhu
kamar.

b. Makanan teroleh yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang sudah
mengikuti penyuluhan.

c. Makanan terolah berasal dari impor yang dalam jumlah kecil untuk keperluan
tertentu.

Dengan adanya perkecualian tersebut, maka tidak berarti bahwa pelaku usaha

yang memproduksi produk makanan, walaupun tidak ada nomor pendaftaran juga
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dapat ditarik dari peredaran jika ternyata kemudian membahayakan keselamatan dan
kesehatan manusia.

Apabila didalam label tidak tercantum tanggal daluwarsa secara jelas, maka
menurut pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/1985 tentang
makanan daluwarsa dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label ini dilaksanakan
oleh Dirjen POM atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Fungsi pengawasan ini sangat
penting karena rendahnya tingkat pengawasan berarti menurunnya tingkat

perlindungan konsumen dan sebaliknya. 15

6. Metode Penelitian
6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena itu dalam
penelitian ini dipakai pendekatan yuridis melalui kajian bahan hukum tentang label
sebagai perwujudan hak konsumen atas informasi kaitannya dengan perlindungan
konsumen, yang diatur dalam Undang Undang No. 8 th 1999 tertang Perlindungan
Konsumen, dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan

perlindungan hukum bagi konsumen akibat pelabelan.

'* $ri Handayani, Tanggung Gugat Produsen Bahan Makanan da'am Perlindungan Konsumen
di Indonesia, Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 1994, h. 72
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6.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitiam hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber
penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum
sekunder.'® Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan, undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan hakim, sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa sernua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi."’

Sebagai bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalat.
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu
terutama UUPK, UU tentang pangan, PP tentang label, dan iklan pangan, keputusan
dan peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan pelabelan.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah beberapa karya tulis dari kalangan
hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

6.3. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

-Sumber yang didapat berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan yang ada dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer maupun
sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam kerangka berpikir vang
diarahkan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian

Ini.

' Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ywridika, Volume 16, No. 2, Maret 2001
Surabaya, h 107,

7 1bid.
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7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang
dikaji dan selanjutnya disertai dengan perumusan masalahnya, tujuan dan manfaat
penelitian, tinjauan pustaka yang menguraikan k.onsep-konsep atau teori-teori yang
berguna sebagai bahan analisis masalah, metode penelitian dimaksudkan untuk
menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, pendekatan masalah, sumber bahan
hukum serta pengolahan dan analisis bahan hukum, sistematika penulisan yang
kemudian dipergunakan sebagai pegangan atau pedoman dalam penulisan tesis ini.

Bab 1l berisi pembahasan mengenai perlindungan hukum konsumen dalam
pelabelan produk makanan yang terdiri dari : prinsip-prinsip perlindungan konsumen;
ketentuaﬁ pelabelan dalam hukum positif Indonesia yang mana didalamnya diuraikan
mengenai keterangan tentang produk makanan, keterangan tentang indentitas
produsen, importer dan distributor, pendaftaran makanan, tentang kehalalan produk
makanan dan daluwarsa.

Bab III berisi pembahasan mengenai bentuk-bentuk informasi kaitannya
dengan pelabelan yang terdiri dari arti dan makna informasi, bentuk-bentuk
informasi, informasi tidak memadai dalam kerangka Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 yang mana didalamnya diuraikan mengenai representasi, peringatan dan
instruksi.

Bab IV berisi pembahasan mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam

kaitannya dengan pelabelan yang terdiri dari : dasar hukum tanggung gugat pelaku
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usaha, usaha tanggung gugat perdata berdasarkan wanprestasi dan perbuatan
melanggar hukum, sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelaku usaha.
Bab V merupakan bab penutup yang berisi uraian, kesimpulan yang diperoleh

dari permasalahan yang dikaji.
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BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

DALAM PELABELAN PRODUK MAKANAN

Barang yang sudah dibeli, tidak adapat dikembalikan/ditukar. Kalimat
semacam ini amat sering dijumpai dalam kuitansi pembelian suatu produk.
Konsumen seolah dipaksa untuk percaya, bahwa produk yang dibeli dalam keadaan
baik. Tanpa memberi kesempatan kepada konsumen untuk meneliti kondisi produk
tersebut terlebih dahulu. Praktek semacam ini sering ditemukan dalam pemasaran
kaset, buku dan lain-lain,

Dalam banyak kasus, dengan alasan mengejar keuntungan, ternyata
kepercayaan konsumen ini banyak disalahgunakan produsen. Bentuk penyalahgunaan
kepercéyaan berupa : menjual produk tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam
label atau menjual produk yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Ketika
konsumen menuntut haknya untuk mendapatkan produk sesuai dengan apa yang
tercantum dalam label, konsumen dihadang dengan perjanjian sepihak, bahwa barang
yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan/ditukar. Dari perspektif perlindungan
konsumen, sungguh merupakan suatu praktek perdagangan yang tidak fair. Dalam
masalah pelabelan, sampai seberapa jauh suatu produk makanan mencantumkan
informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan. Kasus yang

dialami Jeanny S yang pada tanggal 26 Desember membeli minuman guava jus

25
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merek Berri, didapati tanpa kode produksi. Tidak adanya kode produksi dalam
produk Berri adalah salah satu contoh bentuk pelanggaran dalam pelabelan produk
makanan.'®

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara
pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku
usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan
kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan
kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan demikian seringkali
terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada pada posisi
tawar — menawar yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari
pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang kuat. Untuk
melindungi atau memberdayakan konsumen diperiukan adanya campur tangan negara
melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. "

Sebagaimanana dijelaskan didalam konsiderans Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa
perlindungan hukum konsumen sekarang ini penting mengingat pembangunan
perekonorﬁian nasional pada era globalisasi semakin mendukung timbulnya dunia
usaha vang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan atau jasa) yang

memiliki kandungan teknologi. Untuk itu perlu diimbangi dengan adanya upaya

8 Sudaryatmo I, op cit, h 14,
19 Dahlan, Sanusi Bintang, Pokok — pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti
Bandung 2000, h 107
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perlindungan konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan
produk tersebut. Disamping itu, keterbukaan pasar nasional terhadap berbagai produk
dari dalam dan luar negeri perlu pula disertai dengan adanya upaya perlindungan
konsumen melalui pencegahan kerugian dari ketidakpastian atas mutu, jumlah dan

keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar tersebut.

1. Prinsip — prinsip perlindungan konsumen

Menurut Hans W. Michlitz, dalam perlindungan konsumen secara garis
besarnya dapat ditempuh dua model kebijakan.”® Pertama, kebijakan yang bersifat
komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan
informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan
kompensatoris, yaitu kebijakan yang bensikan perlindungan terhadap kepentingan
ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan). Dalam pelbagai kasus,
konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer
(memberikan informasi), tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan
kompensatoris {meminimalisasi risiko yang harus ditanggung konsumen), misalnya
dengan mencegah produk berbahaya untuk tidak mencapai pasar sebelum lulus
pengujian oleh suatu lembaga perizinan pemerintah (hal ini disebut kontrol pra
pasar), atau menarik dari peredaran produk berbahaya yang sudah terlanjur beredar di

pasaran (kontrol pasca pasar). *'

% Shidarta, op cit, h 49.
*! Ibid, h 50.
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Selanjutnya Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa aspek-aspek hukum
terhadap-perlindungan konsumen didalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji
dari dua pendekatan yaitu :

- pertama : dari sisi pasar domestik dan

- kedua : dari sisi pasar global

Keduanya harus diawali dari sejak barang dan jasa  diproduksi,
didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi
oleh konsumen *’

Bertolak dari pemikiran tersebut diatas pada dasarnya, dapat diketahui bahwa
aspek hukum publik dan aspek hukum perdata, mempunyai peran dan kesempatan
yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen.

Aspek hukum publik berperan dan dapat dimanfaatkan oleh negara,
pemerintah, instansi yang mempunyai peran dan kewenangan untuk melindungi
konsumen, Kewenangan dan peran tersebut dapat diwujudkan mulai dari :

- Politic will’/kemauan politik untuk melindungi kepentingan konsumen domestik
didalam persaingan global dan atas persaingan tidak sehat lokal.
- Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur

dalam mewujudkan persaingan sehat.**

28 Redjeki Hartono, Joc cit.
B Ibid,
M Ibid,

Label Sebagai Perwujudan ... | Gusti Ayu Puspawati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

29

Dari aspek hukum publik, termasuk didalamnya hukum administrasi negara,
mempuriyai sumbangan terbesar dalam rangka melindungi kepentingan konsumen.
Sumbangan yang terbesar pada hukum publik disini adalah kemampuan, kewenangan
untuk memberi ijin sesuai kewenangan untuk mengawasi, memberi dan mencabut ijin
sesual ‘dengan ketentuan apabila terbukti :

- Melanggar ketentuan Undang - Undang
- Merugikan kepentingan umum/konsumen

Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak
untuk kepentingan-kepentingan subyektif. Meskipun demikian mengingat hubungan
hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan faktor kebutuhan. Fakta selalu
menunjukkan bahwa posisi calon konsumen dalam keadaan lebih karena faktor
ekonomi dan kebutuhan.”

Keadaan yang demikian mendorong pihak produsen/distributor dan
sebagainya, memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen yang ditentukan
secara sepihak. Hal inilah yang menyebabkan tidak seimbangnya hubungan hukum
dua pihak. Untuk mengurangi ketidak seimbangan tersebut, maka sudah waktunya
apabila disiapkan adanya syarat-syarat bahkan yang harus dipenuhi apabila ada pihak
berniat menyiapkan perjanjian baku bagi calon konsumennya. Syarat-syarat baku
minimal antara lain mengenai :

- Waktu/batas waktu untuk mengajukan keberatan

% Ibid b 40,

Tesis Label Sebagai Perwujudan ... | Gusti Ayu Puspawati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

30

- Syarat atas pemenuhan janj
- Syarat kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan promosi.

Sebagaimana didepan telah dijelaskan bahwa UUPK dalam pasal 2 nya
menyebutkan bahwa prinsip-prinsip/azas-azas perlindungan konsumen antara lain
adalah berazaskan : fnanfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen serta kepastian hukum. Selanjutnya bagaimanakah perwujudan dari azas-
azas/prinsip-prinsip perlindungan konsumen didalam peraturan pelabelan akan
dibahas pada sub 2 (dua) dari bab II ini.

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan
hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam
perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Termasuk kelompok ini adalah :

1. prinsip let the buyer beware (caveat emptor) ;
2. the due care theory ;

3. _the privity of contract dan

4. prinsip kontrak bukan merupakan syarat. %

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor sebagai embrio dari lahirnya
sengketa dibidang transaksi konsumen. Azas ini berasumsi, pelaku usaha dan
konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi
apapun bagi si konsumen.”’. Dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat

akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Ketidak

% Shidarta, op cif, h 50.
77 Ibid.
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mampuaﬁ itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen atau disebabkan oleh
ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Akhirnya
konsumenpun didikte oleh pelaku usaha. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku
usaha berdalih, semua itu karena kelalaian konsunien sendiri.

Doktrin yang mengatakan let the buyer beware itu ditentang oleh pendukung
gerakan perlindungan konsumen, dimana menurut prinsip ini dalam suatu hubungan
jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli.”® Adalah kesalahan
pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang
tidak layak. Dengan adanya UUPK, kecenderungan caveat emptor dapat mulai
diarahkan scbaliknya menuju kepada caveat venditor (pelaku usaha yang perlu
berhati-hati).

Doktrin the due care theory menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban
untuk berhati-hati dalam memasyaratkan produk, baik barang maupun jasa.’ Selama
berhati-hati dengan produknya, ia tidak dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara a
contrario, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat
membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian. Ditinjau dari
pembagian beban pembuktian, tampak si penggugat (konsumen) harus
membentangkan bukti-bukti. Si pelaku usaha (tergugat) cukup bersikap menunggu.
Berdasarkan bukti-bukti dari si penggugat barulah ia membela diri, misalnya dengan

memberikan bukti-bukti kontra yang menyatakan dalam peristiwa tadi sama sekali

% Ibid, b 51.
* Ibid.
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tidak ada kelalaian (negligence). Hukum pembuktian di Indonesia pada umumnya
menganut pembagian beban pembuktian kepada si penggugat. Pasal 1865 Kitab
Undang Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan, barangsiapa yang
mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah
hak orang Ilain, atéu menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 1865 ini berlaku dalam
lapangan hukum perdata, baik terhadap konsumen yang menggugat secara
wanprestasi maupun atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam realita agak sulit
bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya.
Sebaliknya si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya (secara ekonomis, sosial,
psikologis, bahkan politis), relatif lebih mudah berkelit, menghindar dari gugatan
demikian. Disinilah letak kelemahan teori imi. Dengan berlakunya UUPK, maka
kewajiban konsumen untuk membuktikan kesalahan/kelalaian pelaku usaha tidak
dikenal. Berdasarkan pasal 7 UUPK, ada tujuh kewajiban yang dibebankan pada
pelaku usaha yang antara lain didalam huruf d nya disebutkan : menjamin mutu
barang dan/atau jasa yang dipreduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan
standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Disamping itu juga menurut pasal 19
UUPK -disébutkan ada 5 jenis tanggung jawab yang dibebankan pada pelaku usaha,
dan menurut pasal 22 dan pasal 28 dari UUPK secara tegas menyebutkan bahwa
pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung

jawab pelaku usaha.
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Doktrin the privity of contract ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai
kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini baru dapat dilakukan jika
diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual ** Dengan demikian pelaku
usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan. Walaupun secara
yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama,
tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut
kemauan si pelaku usaha. Fenomena kontrak-kontlrak standar yang banyak beredar di
masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen
menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian si pelaku usaha dapat
dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya.

Dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang bersifat masih
seperti perjanjian standar, jelas hanya hal-hal yang dianggap kesalahan prinsipiil yang
diperjanjikan. Kesalahan-kesalahan kecil menurut versi pelaku usaha, biasanya tidak
disinggung secara khusus dalam perjanjian itu. Akibatnya, bila konsumen menuntut
pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan kecil seperti itu, pelaku usaha dapat berdalih,
jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.

Walaupun UUPK didalam ketentuan pasal 18nya telah mencantumkan
larangan pencantuman klausula baku terutama yang berisi pengalihan tanggung jawab
didalam se‘tiap perjanjian yang diadakan atau dibuat antara konsumen dengan pelaku

usaha, namun toh keadaan seperti imi masih saja dijumpai didalam perjanjian-

3 1bid  h 52
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perjanjian, Keadaan atau hal yang seperti ini belum cukup memberikan perlindungan
pada konsumen.

Apakah kaitan label dengan prinsip perlindungan konsumen khususnya
dengan prinsip keamanan dalam hal ini keamanan pangan. Dalam setiap diskusi,
pemerintah sclalu mengatakan bahwa keamanan adalah masalah lain, sementara
pelabelan adalah hal yang lain pula.’! Saya berpendapat darimana pemerintah atau
instansi yang berwenang dapat melacék sumber penyebab terjadinya dampak jika
tidak ada label. Informasi saja tidak dapat menjamin keamanan pangan. Apalagi jika
informasi ini tidak ada atau kabur. Tiadanya pelabelan akan membuat konsumen
tidak berdaya. Sementara pengusaha dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab

jika suatu dampak negatif terjadi.

2. Ketentuan Pelabelan Dalam Hukum Positif Indonesia
Kita telah memiliki ketentuan/peraturan mengenai pelabelan yang bersifat
nasional yang tersebar didalam beberapa peraturan antara lain :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan,
Lembaran Negara No. 99, Tambahan Lembaran Negara No. 3656 Tahun

1996.

' Tiyani S. Andang, Pangan Kita Pangan Rekayasa Genetika, Warta Konsumen, Desember
2002/No. 12/XXVIIL h 17 (selanjutnya disingkat Ilyani 8. Andang I)
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan, L.embaran Negara No. 131, Tambahan Lembaran
Negara No. 3867 Tahun 1999.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor :
02240/B/SK/VII/91 tentang Pedoman Persyaratan Mutu seﬁa Label dan
Periklanan Makanan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

4, Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang
Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SIC/VIH/1996 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI  Nomor
82/Menkes/SK/1/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label
Makanan.

6. Peraturan Menteri Keschatan RI Nomor : 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang
Pendaftaran Makanan. |

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang
Makanan Daluwarsa, serta Peraturan Menteri Kesehatan lainnya yang
berkaitan dengan pelabelan.

2.1, Keterangan tentang Produk Makanan
Dengan hadirnya label dalam kemasan produk, konsumen dapat
mengidentifikasinya sebelum memutuskan membeli/mengkonsumsi. Label pangan,

berdasarkan PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, adalah setiap
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keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya
atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan
pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Secara garis besar, label pangan terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Bagian Utama Label (B.U.L), yaitu bagian yang memuat keterangan
penting untuk diketahui masyarakat.

2. Bagian Informasi (B.I), yaitu bagian yang berada tepat disebelah kanan dari
B.U.L pada kemasan suatu produk.*

Pada bagian utama label sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 PP No. 69

tahun 1999 sekurang-kurangnya memuat :

a. nama produk ;

b. berat bersih atau isi bersih ;

c.nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam
wilayah Indonesia.

Nama produk menunjukkan identitas mengenai produk pangan, Padanya harus
membenkan penjelasan mengenai produk yang bersangkutan, tidak menyesatkan dan
menggambarkan kondisi keadaan sebenamya. Contoh : minyak goreng. Produk yang
berpotensi menyesatkan seperti biskuit susu, bila ternyata tidak mengandung susu.
Atau mie telur, padahal tidak mengandung telur. Sedangkan nama dagang adalah

identitas untuk membedakan suatu pangan dengan pangan lain yang diproduksi

produsen lain. Yang perlu diperhatikan adalah nama dagang tidak boleh

*? Prehati, Mencermati kalim Label Produk Pangan, Warta Konsumen, Maret 2003, h 31.
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mempengaruhi, atau memberikan penafsiran lain seperti penggunaan kata-kata :
alami, natural, murni dan lain-lain,

Berat bersih (isi bersih) adalah pernyataan yang memberikan keterangan
mengénai kuantitas atau jumlah produk pangan yang terdapat di dalam kemasan atau
wadah. Penggunaan ﬁkuran isi (liter dan sejenisnya) untuk makanan cair, ukuran
berat (kg dan sejenisnya) untuk makanan padat. Dan ukuran isi atau berat untuk
makanan semi padat atau kental. Khusus pangan yang menggunakan medium cair
maka berat bersih harus diukur dengan medium cair (setelah ditiriskan, drained
weight), dan disebut sebagai berat tiris. Contoh berat bersih 680 g

'Keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa
Indonesia, angka Arab dan huruf Latin (pasal 15 PP No. 69 tahun 1999). Penggunaan
bahasa, ,angka dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf latin,
diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan
padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan keluar negeri (pasal 10).

Daftar bahan baku (ingredient list) adalah daftar yang memuat setiap jenis
bahan yang diformulasikan untuk suatu produk pangan, kecuali vitamin, mineral dan
zat penambah gizi lainnya. Dicantumkan berurutan secara menurun mulai dari bahan
yang domingn digunakan berdasarkan berat. Untuk air, bila dalam proses pengolahan

ditambahkan maka harus dicantumkan sebagai bahan yang digunakan.

B Ihid, 32,
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Sedangkan bila merupakan kandungan suatu bahan atau mengalami
penguapan selama proses pengolahan, maka air tidak perlu dicantumkan. Penyebutan
nama bahan baku harus dalam nama umum. Misalnya untuk bahan gula, tidak
dicantumkan sebagai sukrosa. Saya berpendapat bahwa dengan diuraikannya
komposisi bahan ini maka konsumen akan mengetahui dari bahan-bahan apa saja
suatu produk makanan tersebut dibuat, sehingga jika konsumen ada alergi pada suatu
bahan makanan tertentu, akan dapat memberikan keamanan dan keselamatan pada
konsumen.

Begitu juga halnya dengan petunjuk penyajian/penggunaan dan petunjuk
penyimpanan. Komponen ini dikhususkan untuk makanan yang memerlukan
penyiapan sebelum digunakan dan untuk jenis makanan yang memerlukan
penyimpanan khusus. Dari apa yang telah diuraikan diatas saya berpendapat bahwa
jika ada suatu produk makanan yang mengklaim dalam labelnya dapat berfungsi
mengobati, maka jelas ini telah fnenyesatkan. Gambar dalam label aarus
menunjukkan hal yang sebenarya.

Untuk produk makanan yang disertai pernyataan mengandung vitamin,
mineral dan atau zat gizi yang ditambahkan, wajib mencantumkan nilai gizi (AKG),
yang meliputi
a. ukuran takaran saji ,

b. jumlah sajian perkemasan

¢. kandungan energi per takaran saji ;

d. kandungan protein per sajian (dalam gram) ;

e. kandungan karbohidrat per sajian (dalam gram) ;

f. kandungan lemak per sajian (dalam gram) ;
g. persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
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Hal ini semua ditentukan dalam pasat 32 PP No. 69 tahun 1999.

Untuk pangan iradiasi dan rekayasa genetika, wajib dicantumkan pada label
tulisan “Pangan lIradiasi”, tujuan iradiasi, dan apabila tidak boleh diradiasi ulang,
wajib dicantumkan tulisan “Tidak boleh diradiasi ulang”, loge khusus pangan iradiasi
dan pada pada label harus dicantumkan :

a. nama dan alamat penyelenggara iradiasi, apabila iradiasi tidak dilakukan sendiri
oleh pihak yang memproduksi pangan ;

b. tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun ;

c. nama negara tempat iradiasi dilakukan (pasal 35 PP No. 69 tahun 1999).

Gambar didalam label harus menunjukkan yang sebenarmya. Misalnya
disuguhkan gambar buah-buahan, sayur daging, ikan atau lainnya sepanjang memang
pangan tersebut mengandung bahan atau asal bahan alami.

Sedangkan untuk pangan olahan tertentu yang diperuntukkan bagi bayi, anak
berumur dibawah lima tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang
menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit tertentu, maka
pada label wajib dimuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau
keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut
terhadap kesehatan manusia (pasal 38 PP No. 69 tahun 1999).

Nomor pendaftaran adalah kode dan nomor yang diberikan oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan untuk pangan yang telah terdafiar dalam rangka
peredaran pangan. Untuk pangan yang diproduksi di dalam neger diberi tanda MD,

sedang pangan impor bertanda ML. Sebagai contoh MD 228313012398, ML
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009745629189 (pasal 30 PP No. 69 tahun 1999). Uraian lebih lanjut mengenai
pendaftaran makanan ini akan dijelaskan dalam sub 2. Sedang kode produksi adalah
yang dapat memberikan sekurang-kurangnya mengenai riwayat produksi, atau
rangkaian mata rantai produksi pangan yang bersangkutan (pasal 3). Kode produksi
biasany;cl memang tidak/sulit dimengerti oleh konsumen. Tetapi akan sangat
bermanfaat untuk mengantisipasi, bila ada suatu produk yang ditarik dari
peredaran/pasar. Kode produksi dapat berupa angka dan/atau huruf atau tanda
lainnya, contoh F 8013 B.

Dari apa yang telah diuraikan diatas saya berkesimpulan bahwa keterangan
tentang produk makanan adalah merupakan factor penting untuk memenuhi hak
konsumen atas keamanan dari suatu produk. Khusus untuk pangan rekayasa genetika
di Indonesia, pengujian dilakukan oleh Tim Teknis Komite Keamanan Hayati dan
Keamanan Pangan. Tetapi hasil uji ini, walau hanya melalui sertifikasi uji keamanan
dari lembaga pengujian di luar negeri, hingga kini belum dipublikasikan, sehingga
ketika YLKI menanyakan hasil uji kedelai dan jagung pada November 2002, ternyata
belum ada (data dan bukti yang menunjukkan keamanannya).’* Oleh karena itu
pengujian yang independen mengenai produk pangan harus segera dilakukan.

2.2. Keterangan Tentang Produsen, Importer dan Distributor

Didalam pasal 2 dari PP No. 69 th 1999 ditentukan antara lain :

* llyani S. Andang, Pemisahan Rekayasa Genetika Ancam Kedaulatan Pangan, Warta
Konsumen, Maret 2003/No. 03/XXIX, h 12.(selanjutnya disingkat Ilyani S. Andung 1I)
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(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas
kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan
label pada, didalam, dan atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sedemikian rupa schingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak
mudah lentur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang
mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian di dalam pasal 26 dari PP No. 69 tahun 1999 disebutkan bahwa :

(1) Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkan pada
label.

(2) Dalam hal menyangkut pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia,
selain keterangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) pada label
wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke
dalam wilayah Indonesia.

(3)Dalam pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbeda dari pihak yang
mengedarkannya di dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) pada label wajib pula dicantumkan nama dan alamat
pihak yang mengedarkan tersebut.

Dari hal tersebut diatas dapat saya simpulkan bahwa baik produsen, importir
maupun pihak mengedarkan (distributor) produk makanan tersebut wajib untuk
mencantumkan nama dan alamatnya pada kemasan produknya, sehingga akan
memudahkan jika dikemudian hari produk yang dihasilkan menimbulkan kerugian

pada konsumen. Mengenai nama dan alamat ini paling tidak menginformasikan nama

kota, kode pos dan nama negara.
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2.3 P(;.ndaftaran Makanan

Penyelenggaraan pendaftaran makanan adalah salah satu sarana perlindungan
bagi masyarakat, terhadap produk makanan yang tidak memenuhi syarat keschatan
dan lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar. 3

Pendaftaran sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 huruf c Peraturan
Menteri Kesehatan RI No : 382/1989 tentang pendaftaran makanan adalah :

proses penilaian makanan sebelum mendapat persetujuan untuk diedarkan
sesuai dengan kritena yang ditetapkan.

Permenkes RI No : 382/1989 pada intinya mengatur 4 (empat) hal yaitu :

|. makanan yang wajib didaftarkan ;

.makanan yang dibebaskan dari wajib daftar ;
. persetujuan pendaftaran |

4. pengaturan sanksi ;

LW

Makanan yang wajib didaftarkan menurut pasal 3 Permenkes No 382 tahun
1989 antara lain :

(1) makanan terolah baik produksi dalam negeri maupun impor yang diedarkan dalam
kemasan eceran dan berlabel.

(2) makanan terolah produksi dalam negeri adalah makanan yang diproses oleh
perusahaan.

{3) makanan terolah yang berasal dari impor harus memenuhi syarat kesehatan serta
ketentuan lainnya yang berlaku.

Disamping itu juga, industri rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan
wajib mendaftarkan makanan hasil produksinya yang meliputi :
a. susu dan hasil olahannya ;
b. makanan bayi ;

c. makanan kalengan steril komersial ;
d. minuman keras (pasal 4 ayat (1) Permenkes RI No. 382/1989).

3 Sri Handayani, op cit, h 56,
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Industri rumah tangga yang belum mengikuti penyuluhan wajib mendaftarkan
makanan hasil produksinya (pasal 4 ayat (2) Permenkes RI No. 382/1989).
Perusahaan yang akan mendaftarkan makanan terolah wajib telah memiliki ijin
industri atau tedaftar ‘sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku, dan pemohon wajib menyerahkan atau mengirimkan permohonan
pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang
selanjutnya siap untuk diperiksa. Pendaftaran dilakukan oleh penanggung jawab
untuk makanan produksi dalam negeri, sedang untuk makanan impor dilakukan oleh
penanggung jawab importir atau perwakilan pabrik luar negeri di Indonesia.

Kemudian dalam pasal 5 dari Permenkes RI No. 382/1989 ditentukan :

(1) Makanan yang dibebaskan dari wajib daftar adalah :
a. makanan terolah yang daya tahannya tidak lebih dari tujuh hari pada suhu

kamar

b. makanan terolah yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang sudah
mengikuti penyuluhan ;

¢. makanan terolah berasal impor dalam jumlah kecil untuk keperluan
tertentu.

(2) Makanan terolah yang merupakan sumbangan dan wajib dinyatakan dalam
wadah atau pembungkusnya bahwa makanan tersebut merupakan sumbangan.
(3) Makanan terolah yang diimpor dalam jumlah kecil yang hanya ditujukan
untuk :
a. keperluan pendaftaran pada Departemen Kesehatan RI ;
b. keperluan ilmu pengetahuan ;
¢. konsumsi sendiri.

Sebelum diberikan nomor pendaftaran, terlebih dahulu diedarkan penilaian
terhadap makanan yang didaftarkan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut,

permohonan pendaftaran dapat disetujui, persetujuan dengan syarat atau penolakan.

Tesis Label Sebagai Perwujudan ... | Gusti Ayu Puspawati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

44

Apabila disetujui diberikan nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran dalam negeri
diberi tanda MD, dan nomor pendaftaran impor diberi tanda ML.

Sedangkan untuk perusahaan makanan industri rumah tangga, wajib memiliki
Surat Tanda Pendaftaran Industri kecil, yang mana digolongkan sebagai industri kecil
adalah mereka yang fnemiliki jumlah nilai investasi untuk mesin dan peralatan Rp
500.000 sampai dengan Rp 10.000.000. Perusahaan makanan industri rumah tangga
ini diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan dengan cara mengajukan permohonan
kepada Pemerintah Kepala Daerah c.q. Kepala Dinkes Kab/Kota. Selanjutnya
penyuluhan keamanan pangan ini diselenggarakan oleh Dinkes Kab/Kota, yang
kemudian diikuti oleh pemohon dan pemohon akan diberikan Sertifikat Penyuluhan
(SP) apabila lulus dalam penyuluhan tersebut. Jadi dengan demikian, perusahaan
makanan industri rumah tangga, nomor pendaftarannya diberi tanda SP.

Pelanggaran terhadap ketentuan wajib daftar makanan, misalnya memberikan
keterangan yang tidak benar pada label sehingga imembahayakan dan mengganggu
kesehatan ditetapkan oleh Dirjen, yang mana selanjutnya produsen dibebani
kewajiban untuk menarik makanan tersebut dari peredaran. Jika dalam jangka waktu
2 bulan produsen atau importir tidak juga mau melaksanakan kewajiban tersebut,
maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan nomor pendaftaran atau hukuman
lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Keputusan tersebut
diumumkan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa produk makanan

tersebut telah ditarik dan peredaran karena dilarang oleh pemerintah.
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Dari apa yang diuraikan diatas, saya berpendapat bahwa untuk menjamin
keamanan dan keselamatan konsumen dari produk makanan yang beredar di
masyarakat, maka makanan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Dirjen POM,
sehingga akan diberikan nomor pendaftaran berikut dengan kode produksi sehingga
jika terjadi hal-hal yang dianggap membahayakan kesehatan akan mudah untuk
melakukan penarikan dari peredaran produk tersebut. Namun meskipun demikian
masih banyak produk makanan yang beredar di masyarakar tanpa nomor pendaftaran,
dan hal ini memang dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 Permenkes RI No.
382/1989, sebagai contoh dapat saya kemukakan disini “Krupuk Bawang Cap Ikan
Arwaha”, rasa gurih dan renyah produkgi Budi Utami dan nomor telepon. Disini tidak
diuraikan mengenai komposisi bahan, maupun apakah produsen tersebut telah
mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (SP). Sehingga dari hal tersebut, kembali adalah
merupakan kewajiban konsumen untuk berhati-hati didalam mengkonsumsi produk
makanan karena berangkat dari hal tersebut diatas belum cukup memberikan
perlindungan bagi konsumen.

2.4 Tentang kehalalan produk makanan

Kehalalan setiap produk yang beredar di Indonesia itu sebuah keharusan,

sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang sangat butuh kejelasan

tentang halal tidaknya sebuah produk yang mereka konsumsi. Kalau saja produk yang
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beradar itu tidak halal, maka jelas akan ada pertentangan yang sangat kuat dari umat
[slam, karena mereka sangat berkepm:ntingan.36

Mengenai ide pencantuman label haram pada produk yang mengandung unsur
haram sebenarnya baik-baik saja, namun pelaksanaannya nanti akan banyak kendala
di lapangan. Sebab situasinya belum mendukung ke arah itu. Kendala itu misalnya
akan muncul dari perangkat perundang-undangan dan bentuk pengawasan setiap
produk. Sehingga pencantuman label haram belum memungkinkan untuk
dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan PP No. 69 tahun 1999 pasal 10 menyatakan bahwa setiap orang
yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah
Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi
umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pemyataan tersebut dan wajib
mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label tersebut. Selanjutnya
dijelaskan bahwa untuk menjamin kebenaran kehalalan produknya, maka setiap orang
yang memproduksi wajib memeriksa pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang
telah diakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini
lembaga pemeriksa yang ditunjuk untuk sementara ini adalah LP POM MUI
(Lembé.ga Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia). Dalam
menjaga kehalalan setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia, maka

sebaiknya pemerintah memiliki lembaga kontrol halal yang diletakkan di setiap

% Anton Apriyantono, Pro Kontra Label Haram Atas Produk, tulisan versi elektronik pada
situs Attp:” www., banigsakn.com, 6 November 2001
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pelabuhan yang menjadi lalu lintas keluar masuk barang.®” Sehingga setiap produk
bisa dikontrol sebelum diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, karena itu cukup
realistik untuk saat sekarang ini adalah pencantuman label halal, bukan label haram.

Ilyani S Andang dari Divisi Penelitian YLKI, mengatakan bahwa selama ini
lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi itu kerjanya belum transparan.
Agar lebih transparan, harus ada badan lain yang mengaudit badan yang berwenang
mengeluarkan sertifkasi itu, schingga bisa dipertanggung jawabkan.”®

Selama ini MUI belum transparan, misalnya berkaitan dengan pendaftaran
dan pembayaran oleh pihak produsen yang ingin mendapatkan sertifikasi halal atas
produknya. *°

Terlepas dari kontroversi soal apakah label halal atau label haram, menurut
saya yang penting adalah pencantuman ingredient (komposisi bahan) yang ada dalam
produk jauh lebih penting. Dengan demikian para konsumen bisa mengetahui apa
bahan-bahan yang terkandung didalamnya. Selama ini masih masih banyak produsen
belum mencantumkan ingredient ini. Padahal menurut UU Perlindungan Konsumen,
produsen harus mencantumkan bahan-bahan produknya dengan istilah yang bisa
dimengerti oleh konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republikm Indonesia Nomor :

82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan

7 Ibid
** Niyani S. Andang, Pro Kontra Label Haram Atas Produk, tulisan versi elektronik pada situs

http: 7 www. bangsaku.com (selanjutnya disingkat Ilyani S. Andang II), 6 Desember 2001,
Ibid
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dalam pasal 2 nya dinyatakan : pada label makanan dapat dicantumkan tulisan halal.

Dengan kata-kata dapat, maka itu berarti ada produk-produk makanan yang tidak

mencantumkan tulisan halal pada labelnya, sehingga konsumen harus berhati-hati

didalam menentukan makanan yang akan dikonsumsinya. Kemudian didalam pasal 3

dari Kep Menkes No. 82/1996 ditentukan :

(1) Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan halal sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 meliputi

a. Mie

b. Bumbu masak

¢. Kecap

d. Biskuit

e. Minyak goreng

f. Cokelat/permen

g .Susu, es krim

h. daging dan hasil olahnya

i. Produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, shortening, lecithin
j. Produk lain yang dianggap perlu.

(2) Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
a. memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam ;
b. diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir
dalam lampiran keputusan ini.
Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan tulisan “halal”
wajib siap diperiksa olch petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal (pasal 8 Kep
Menkes No : 82 Menkes/SK/VIII/1996 dirubah yaitu bahwa yang memeriksa adalah

petugas Tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal

Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
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Untuk produk makanan yang telah mendapatkan persetujuan pencantuman
tulisan “halal” sebelum keluarnya Kep Menkes No : 924 th 1996 ini, harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. Sama halnya dengan sanksi dalam
UUPK, dimana pelanggaran terhadapnya dapat dijatuhi sanksi pidana, administratif
maupun perdata yang berupa ganti rugi. Maka berdasarkan _pasal 16 dan Kep
Menkes No. 82 tahun 1996 dinyatakan bahwa :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanski
pidana berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan atau Kitab
Undang Undang Hukum Pidana

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam KUHAP dan atau UU No. 23 tahun
1992, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

Berangkat dari kasus Ajinomoto, dalam konteks masalah mekanisme
pemberian label/sertifikasi halal juga perlu dilakukan perbaikan yaitu :

1. Adalah suatu fakta, bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal dibutuhkan biaya
puluhan juta rupiah. Mekanisme seperti ini hanya menguntungkan produsen
makanan besar, karena hanya produsen yang memiliki kemampuan ekonomi yang
dapat mengakses sertifikasi halal. *°

Padahal dalam praktek, produk makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak ianya

produksi industri besar saja. Kalau pertimbangan pencantuman label untuk

melindungi kepentingan umat Islam, idealnya semua produk makanan, baik besar

maupun kecil dapat mengakses mekanisme sertifikasi halal.

* Sudaryatmo, Pelajaran dari Kasus Ajinomoto, Warta Konsumen, April 2001/No. 04 Th
XXVI1I, (selanjutnya disingkat Sudaryatmo II), h. 27
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2. Soal publikasi hasil pengujian halal-haram oleh MUI. Model penanganan seperti
kasus Ajinomoto sebaiknya tidak dikembangkan dimasa mendatang.*' Idealnya
ada mekanisme yang lebih persuasif dalam bentuk memberi kesempatan bagi
produsen, tidak hanya melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang masih
diperdebatkan, tetapi juga kesempatan untuk melakukan perbaikan. Apabila
langkah tersebut sudah ditempuh dan produsen tetap membandel baru
dipublikasikan secara terbuka.

Baru-baru ini pemerintah via Menteri Agama menetapkan berbagai SK
tentang stikerisasi halal pada produk makanan/minuman. Beberapa SK itu antara lain:
1. SK No. 518/200 tentang Pedoman dan Tata cara Pemeriksaan dan Penetapan

Pangan Halal, ditetapkan tanggal 30 Nopember 2001.

2. SK No. 51 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal,
ditetapkan 30 Nopember 2002.

3. SK No. 525/2001 tentang Penunjukkan Perusahaan Umum Percetakan Uang
(Perum Peruri) sebagai pelaksana Pencetakan Label Halal, ditetapkan 10
Desember 2001.

Keluarnya ketiga SK Menteri Agama itu menimbulkan aksi protes publik

yang muncul dari berrbagai kalangan. Mula-mula digugat via PTUN oleh Monopolv

4 Ibid
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Watch, dengan alasan Menag melanggar UU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak
Sehat.*?

Aksi hukum juga lahir dari Koalisi Halal, yang terdiri dari atas YLKI dan
PIRAC. Aksi hukum kali ini dilancarkan Via Mahkamah Agung dengan model
judicial review, yang mana Koalisi Hukum Halal meminta kepada MA untuk
mengkaji, apakah secara hukum SK Menag tersebut cacat hukum atau tidak dan
hingga kini proses judicial review sedang berjalan,”’

Inti dari judicial review yang dilakukan Koalisi Halal, bahwa Menag telah
melampaui batas wewenang dalam penetapan stikerisasi halal, yang aman itu tidak
hanya meningkatkan biaya produksi dan beban konsumen tetapi juga memicu
persaingan usaha tidak sehat. Sudaryatmo, pengurus harian YLKI, mengatakan
dengan memberlakukan SK tersebut Menag telah menyalahi kewenangan atribusi
yang diberikan pemerintah melalui PP No. 69 tahun 1999, khususnya pasal 10 dan
pasal 11. %

Juga Harun Alrasid mengatakan hal yang senada yaitu Materi SK No. 518
melebihi apa yang diperintahkan oleh PP No. 69 tahun 1999, vang hanya terbatas
pada pedoman dan tata cara, bukan untuk mengatur soal halal haram, karenanya SK

tersebut harus direvisi.*

“ Tulus Abadi, Komersialisasi Agama Lewat Stiker Halal, Warta Konsumen, Juli 2002/No.
07/XXVIIL, h 10. .

“ Ibid

* Ibid, h 11.

* Ibid

Tesis Label Sebagai Perwujudan ... | Gusti Ayu Puspawati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

52

‘Saya juga sependapat dengan apa yang dikemukakan para sarjana tersebut
diatas oleh karena pemeriksaan dan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Tim
Gabungan dari MUT dan Dirjen POM sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Kep
Menkes No. 924 th 1996 sudah cukup sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pemeriksaan. Sehingga dengan diberikannya sertifikasi halal, kemudian produsen
mencantumkan pengesahan itu dalam label produknya, jadi tidak perlu stiker, yang
harus mengeluarkan banyak rupiah lagi. Meskipun kita telah memiliki perangkat
aturan hukum mengenai kehalalan produk makanan ini tetapi penegakan hukumnya
yang masih lemah dalam arti transparansi atas hasil pengujian suatu produk serta
yang menyangkut biaya laboratorium untuk pengajian tersebut.

2.5 Daluwarsa

Oleh karena adanya beberapa jenis makanan tertentu yang dapat mengalami
penurunan mutu dalam waktu yang relatif singakt, maka agar terhindar dari akibat
yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan, maka pemerintah menetapkan
beberapa peraturan yang mengatur tentang makanan daluwarsa. Adapun ketentuan
atau peraturan tersebut diatur antara lain dalam :

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, yang
mana disini menurut pasal 21 huruf ¢ dikatakan bahwa pangan yang sudah
daluwarsa dikategorikan sebagai pangan tercemar dan setiap orang dilarang
mengedarkan.

2. Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label

dan Iklan Pangan.
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3. Peraturan  Menteri Keschatan Republik  Indonesia  Nomor
180/Menkes/PER/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

4, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan Departemen
Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 01323/B/SK/V/1985 tentang Petunjuk
Pelaksanaan ~ Peraturan ~ Menteri  Kesehatan Rl  Nomor
180/Menkes/PER/1V/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor :
02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 180/Menkes/PER/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia
Nomor : HK.00.05.23.0131. tentang pencantuman Asal Barang Tertentu,
Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat,
Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan.

Produk kedaluwarsa sekarang ini sudah menjadi isu yang harus segera
ditangani secara terpadu oleh karena makanan dan minuman kemasan yang bermutu
sepenuhnya hak konsumen, dan sekaligus adalah citra produsen.

Makanan kedaluwarsa yang masth beredar hanyalah sebagian kecil persoalan
yang menyangkut masalah produk makanan dan minuman. Kecilnya pengaduan
tersebut tidak bisa diartikan makanan dan minuman yang beredar di Indonesia sudah
baik mutunya. YLKI sendiri hanya sebagian dari mata rantai lembaga konsumen yang

giat memberdayakan hak-hak konsumen.
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Beberapa contoh masalah yang dilaporkan ke YLKI sehubungan dengan
produk dén minuman yang bermasalah antara lain : rusaknya kemasan, air kemasan
berlumut, kelereng dalam snack, bangkai cecak dalam susu kaleng dan lain-lain.
Beberapa permasalahgm itu bisa timbul selama pendistribusian, pengemasan maupun
pfe:nyimpanan.46

Masih banyak produk kedaluwarsa yang beredar seperti dikutip Tabloid Aura
No. 07/Th I, Ema R membeli dua bungkus biskuit di sebuah pasar swalayan di
kawasan Blok M Jakarta. Ia percaya kepada pengelola pasar swalayan sehingga tidak
mengecek label kedaluwarsa. Saat asyik makan biskuit tersebut, tiba-tiba saja terjatuh
kutu yang masih hidup dan ketika diteliti ketahuan prb-duk tersebut telah lewat dua
minggu dari tanggal kedaluwarsa."’

Tentang daluwarsa ini dalam PP No. 69 tahun 1999 diatur dalam pasal 27
sampal dengan pasal 29,

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 27, tanggal kedaluwarsa adalah :

(1) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
2 wajib dicantumkan secara jelas pada label.

(2) Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan “Baik digunakan sebelum”,
sesual dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal produk pangan yang kadaluwarsa lebih dari 3 (tga) bulan,
diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsa saja.

* Yds Agus Surono, loc cit
7 Ibid
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Berikutnya dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui
tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada label (pasal 28
PP No.69 tahun 1999). Kemudian setiap orang dilarang :

a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali pangan
yang diedarkan. '
b. Menukar tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan (pasal 29
PP No.69 tahun 1999).
| Yang dimaksud dengan makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat
tanggal daluwarsa (menurut pasal 1 huruf C dan PerMenKes RI Nomor 180/1985),
sedangkan tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya
sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen (pasal
1 huruf d PerMenKes R1 No.180/1985).

Sebagaimana di dalam pasal berikutnya yaitu pasal 2 ayat 1 nya dinyatakan
bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan
harus dicantumkan tanggai daluwarsa secara jelas.

Makanan yang rusak baik sebelum maupun sesudah tanggal kedaluwarsa
dinyatakan sebagai bahan berbahaya (pasal 3 PerMenKes RI No.180/1985).

Dari hal tersebut diatas saya berpendapat bahwa meskipun suatu produk
makanan belum melampaui batas tanggal kedaluwarsa dan masih layak dikonsumsi
oleh konsumen, tapi belum tentu aman untuk dikonsumsi. Produk yang sudah
kedaluwarsa memang berbahaya jika dikonsumsi. Keracunan dari tingkat rendah

sampai tinggi adalah akibat yang paling banyak ditemui, gejala awal umumnya

berupa muntah-muntah maupun mual.
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Kasus sebuah produk minuman menjadi contoh. Saat ditemukan adanya cacat
dan dikomplain oleh konsumen via YLKI, semua produk dengan nomor produksi
yang sama dengan produk cacat tadi ditarik dani peredaran.48

Dalam rubrik yang sama (Kompas, 31 Agustus 1996), Divisi Public Relation
PT. Indofood Sukses Makmur memberi tanggapan, dua bulan sebelum tanggal
kedaluwarsa produk sudah mulai ditarik.*” Penarikan dilakukan oleh distributor,
grosir, atau agen. Sedangkan produk-produk yang beredar di warung seyogyanya
pemilik warung menukarkan produk yang telah kedaluwarsa ke agen tempat semula
ia membeli. Jika konsumen menemukan hal yang seperti itu, maka ia dapat
menukarkan produk yang telah kedaluwarsa itu ke agen atau ke tempat ia membeli.
Pada intinya konsumen berhak meminta pertanggungjawaban terhadap produk yang
kedaluwarsa, yang mana hal ini sesuai dengan prinsip keamanan dan keselamatan
konsumen.

Indonesia memang belum menerapkan pelabelan kedaluwarsa pada setiap
makanan maupun minuman Seperti yang tercantum dalam Permenkes
No.180/Menkes/1985 ada 13 jenis makanan dan minuman yang seharusnya
mencantumkan tanggal kedaluwarsa ;
roti, biskuit dan produk sejenisnya;
makanan rendah kalori;
makanan penambah zat gizi (nutrient supplemeny),
coklat dan produknya;

kelapa dan hasil olahannya;
minyak dan lemak;

O Mk b

* 1bid
. Ibid
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7. margarine,

8. mentega, kacang;

9. produk telur;

10. saos;

11. minuman ringan tidak berkarbonat;
12. sari buah; dan

13. susu

sehingga untuk produk-produk diluar dari yang disebutkan diatas tidak perlu
mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Dalam perkembangan selanjutnya. Kepala
Badan POM mengeluarkan keputusan Nomor : Hk.00.05.23.0131 pada tanggal 12
Januari 2003, yang mana dalam pasal 5 ditentukan :

(1) QObat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan
batas kedaluwarsa pada penandaan/labelnya.

(2) Batas kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dicantumkan pada
bagian yang mudah terlihat dan terbaca.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk obat
tradisional yang tidak diwajibkan mendafiar.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan
sebagai berikut :

Sayur dan buah segar;

Minuman beralkohol jenis anggur;

Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10%;

Vinegar atau cuka,

Gula/sukrosa;

Bahan tambahan pangan yang mempunyai masa simpan lebih dari 18 bulan,

Roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang atau sama dengan 24

jam.

©me Aan oW

Pencantuman label kedaluwarsa sendiri sampai saat imi belum ada standar
baku, meskipun dalam pasal 27 ayat (2) dari PP No. 69 tahun 1999 ditetapkan bahwa
pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa dilakukan setelah pencantuman
tulisan “Baik digunakan sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan makanan

tersebut. Ada vyang sudah menggunakan bahasa Indonesia beseria kaidah
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penanggalannya (misalnya :”Sebaiknya digunakan sebelum : Jan 20017), ada yang
menulis sebaiknya sebelum tanggal kemudian dibawahnya ditulis best before, ada
yang menulis tanggal pembuatan dan dibawahnya ditulis baik digunakan sebelum,
dan tak jarang pula yang masih memakai bahasa Inggris dan aturan penanggalannya
best before ; 08.99/ dan ada pula yang melulu hanya berisi angka-angka saja yang
bagi awam tentu akan menimbulkan tanda tanya.

Dari hal tersebut diatas saya berpendapat bahwa tidak hanya untuk produk
makanan industri rumah tangga yang dibebaskan dari kewajiban mencantumkan
tanggal kedaluwarsa pada produknya yang mana untuk industri rumah tangga cukup
hanya mencantumkan ijin edar dari Departemen Kesehatan, sebagai contoh saya
kemukakén disini kerupuk ikan Produksi Sidoarjo Dep Kes RI No. SP 796/13.01/94.
PerMenkes menetapkan secara limitatif beberapa produk makanan yang tidak perlu
mencantumkan tanggal kedaluwarsa sehingga dengan demikian disini adalah
merupakan kewajiban dari konsumen untuk berhati-hati di dalam memilih makanan
vang dikonsumsinya. Disisi lain meskipun suatu produk makanan terscbut telah
mencantumkan tanggal kedaluwarsa, tetapi toh masih dijumpai makanan kedaluwarsa
tersebut beredar di masyarakat sebagai akibat dan kelalaian penjual, yang lebih
memprihatinkan lagi adalah pelabelan pada makanan impor yang hanya ditempeli
semacam stiker dan hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan masyarakat terhadap
kejujuran pengimpor produk tersebut. Bisa saja makanan atau minuman yang
sebenarnya sudah kedaluwarsa hanya diganti label kedaluwarsanya dan diedarkan

kembali kepada konsumen.
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Dengan masih terbatasnya jenis makanan yang harus mencantumkan label
kedaluwarsa membuat posisi produsen sedikit diatas angin. Dalam arti mereka bisa
mencantumkan masa kedaluwarsa berdasarkan hasil pengujian di laboratorium R dan

D mereka.
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(3) Waktu informasi itu diterima
Apakah informasi itu tepat waktunya (up to date).
(4) Ruang dan Tempat
Apakah informasi itu tersedia dalam ruangan atau tempat yang tepat.
(5) Bentuk Informasi ‘itu sendiri
Dapatkah informasi itu dipergunakan secara efektif ? Apakah informasi itu
menunjukkan hubungan-hubungan yang diperlukan, dan bidang-bidang yang
menentukan perhatian dan apakah informasi menekankan situasi-situasi yang ada
hubungannya ?
(6) Apakah hubungan antara kata-kata dan arti yang diinginkan cukup jelas ?
Apakah ada kemungkinan salah tafsir 7
Dari uraian diatas jelaslah bahwa agar informasi itu menjadi berguna harus
disampaikan kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam bentuk yang
tepat pula.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa informasi adalah :
1. penerangan ;
2. keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita (tentang) ;
3. keseluruhan makna yang menunjang amanat, telah terlihat di dalam

bagian-bagian amanat itu >

52 1y
Ibid, h. 16
3 Anton N.Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departenien Pendidikan dan
Kebudayaan Balai Pustaka 1989, h. 331
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BAB 111
BENTUK-BENTUK INFORMASI

KAITANNYA DENGAN PELABELAN

1. Arti dan Makna informasi
Informasi sebagai pengertian merupakan stimuli yang secara konsisten
menggerakkan perilaku (behavior) antara si pengirim dan penerima informasi.”®
Selanjutnya Vincent Gaspersz, mengatakan informasi adalah data yang telah
diolah menjadi suatu yang berguna bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata
atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang dan keputusan-
keputusan yang akan dating.’’ Pada dasarnya informasi adalah data yang penting
yang memberikan pengetahuan yang berguna.
Apakah suatu informasi itu berguna atau tidak tergantung kepada :
(1) Tujuan Si Penenma
Apabila informasi itu tujuannya untuk membeﬁ bantuan, maka informasi itu
harus membantu si penerima dalam apa yang ia usahakan untuk memperolehnya.
(2) Ketelitian penyampaian dan pengolahan data.
Dalam menyampaikan dan mengolah data, inti pentingnya informasi harus

dipertahankan.

** Bab Widyahartono (pengalih bahasa), /ndustri Informasi dalam Dekade 80-an (Informatie
Industrie In de jarem Tachtig D.Overkleeft, Alumni, Bandung 1983, h.V

*! Vincent Gaspersz, Sistem Informasi Manajemen (Suctu Pengantar), Armico, Bandung 1988,
h 15
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Jadi dengan informasi orang akan memperoleh keterangan yang jelas
mengenai sesuatu hal.

Informasi yang benar dan bertanggungjawab merupakan keoutuhan pthak
konsumen sebelum ia dapat mengambil suatu keputusan untuk mengadakan,
menunda atau tidak mengadakan transaksi bagi kebutuhan hidupnya.

Informasi yang setengah benar, menyesatkan, apalagi informasi yang menipu,
dengan sendirinya menghasilkan putusan yang dapat menimbulkan kerugian materiil
atau bahkan mungkin membahayakan kesehatan tubuh atau jiwa konsumen, karena
keliry, salah atau kesesatan dalam mempertimbangkannya. Sumber utama informasi
adalah yang disediakan oleh pengusaha (produsen atau distributor) produk tersebut. >

Disamping itu informasi dapat juga diperoleh dari kalangan konsumen sendin
(organisasi-organisasi konsumen) atau dari pemerintah. Informasi dari organisasi
konsumen terdapat dalam bentuk laporan hasil penelitian. Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia misalnya, menyampaikan informasi barang/asa hasil survei
atau pengujiannya sendiri ataupun hasil penelitian internasional yang diperolehnya.”
Sedang dari sumber pemerintah, dapat dalam bentuk ketentuan-ketentuan tentang
persyaratan yang harus dipenuhi sesuatu barang atau jasa, melalui informasi pasar
terutama yang terlthat atau melalui pengumuman-pengumuman tentang beredarnya

atau dilarangnya barang atau jasa konsumen tertentu yang berbahaya atau tidak

% AZ Nasution, Konsumen dan Hubkum, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada
Perlindungan Konsumei Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, selanjutnya disingkat AZ
Nasution I, h39.

% Ibid, h. 40
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memenuhi persyaratan, Tetapi volume terbesar dari informasi tersebut terutama
berasal dari kalangan pengusaha.>®

Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan
efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya
terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan
yang memenuhi kebutuhannya.’ 7

Informasi yang merupakan salah satu hak dari konsumen, sebagaimana
ditentukan dalam pasal 4 sub C UUPK yaitu : “Hak atas informasi yang benar, jelas
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, di satu sisi, dan disisi
yang lain adalah merupakan kewajiban dari pelaku usaha berdasarkan pasal 7 sub C
UUPK yaitu : pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa informasi itu setidak-
tidaknya memuat mengenai hal kegunaan produk, efek samping atas penggunaan
produk, tanggal kedaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi
tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis, baik yang

dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk,

56 7.
Ibid
7 Ahmadi Miru, Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Diseriasi,
Universitas Airlangga Surabaya 2000, h, 133 dikutip dari James F. Engel.et al, Consumer Behavior,
Fifth Edition, The Dryden Press, New York, h, 593
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maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media

cetak maupun media elektronik.

2. Bentuk — bentuk informasi

AZ Nasution didalam bukunya “Konsumen dan Hukum” menyatakan bahwa,

informasi itu dapat berbentuk :

1. Label/etiket pada produk;

2. Kegiatan meningkatkan penjualan dengan menggunakan pamflet, brosur,
leaflets, selebaran;

3. Kegiatan  hubungan  kemasyarakatan dengan  upacara-upacara
pengguntingan pita, pelepasan produk (ekspor) perdana, pengedaran
penyerahan hadiah atau sumbangan;

4. Periklanan atau lain-lain cara-cara memperkenalkan produk pada
konsumen, mempertahankan dan/atau meningkatkan 58

Diantara berbagai bentuk informasi tersebut, yang perlu mendapatkan

perhatian, karena dapat menjadi sumber permasalahan adalah informasi pada label
dan iklan, tanpa mengurangi pentingnya bentuk-bentuk informasi lainnya.

Pada label harus dimuat semua informasi pokok tentang produk pangan

tersebut sebagaimana ditetapkan dalam PP. No 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan

Pangan.

*% AZ Nasution I, op cit, h. 40

Tesis Label Sebagai Perwujudan ... | Gusti Ayu Puspawati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

65

Di pasaran banyak terlihat gembar gembor pada label, seakan-akan label itu
sudah menjadi iklan saja. Sehingga menjadi pertanyaan benarkah pernyataan “Kecap
No.1”, “Kualitas prima” tersebut pada label. Juga pada label makanan/minuman
tertentu tertera klasifikasi “makanan bergizi”, makanan diet, tanpa gula (pada hal
menggunakan bahan pemanis buatan) dan sebagainya.

Mengenai hal syarat-syarat apa saja yang harus dimuat dalam label sebagai
informasi telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, sehingga untuk selanjutnya saya
akan membahas sedikit mengenai hal iklan yang juga termasuk sebagai salah satu
bentuk informasi.

Iklan sebagai pemberian informasi produk merupakan hal yang penting bagi
konsumen, karena melalui informasi konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya
secara benar. Hak untuk memilih merupakan hak yang tidak dapai dihapuskan oleh
siapapun juga. Dengan mempergunakan hak pilihnya konsumen dapat menentukan
“cocok tidaknya” barang yang ditawarkan/diperdagangkan dengan kebutuhannya.
Ada kalanya suatu produk dari jenis tertentu, “mengklaim” adanya keastimewaan.
Untuk itu pelaku usaha yang menghasilkan produk tersebut harus memberikan
informasi yang sebenar-benarnya, selain mengenai kelebihannya termasuk juga
kekurangan yang masih ada pada produknya. Karena itu UU mengenakan sanksi bagi
pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar, akurat, dapat dipercaya,
maupun menyesatkan konsumen. Dalam Tata Krama dan Tata Cara Perikianan (Kode
Etik Periklanan), bahwa periklanan merupakan salah satu sarana pemasaran dan

sarana penerangan, yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa
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Indonesia. Sehubungan dengan itu, dalam mendesain iklan, harus memperhatikan
asas-asas umum dalam periklanan sebagai berikut :
a. lklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku;
b. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan atau merendahkan martabat,
agama, tala susila, adat, budaya, suku dan golongan; dan
¢. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.”
Secara teoritik, umumnya iklan terdiri atas dua jenis yaitu :
1. Iklan standar;
2. Iklan layanan masyarakat ®
Iklan standar adalah iklim yang ditata secara khusus untuk keperluan
memperkenalkan barang/jasa pelayanan untuk konsumen melalui media. Tujuan iklan
i adalah merangsang motif dan minat para konsumen, sehingga Xonsumen
mengambil sikap terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan iklan layanan
masyarakat adalah iklan yang bersifat non profit, tapi umumnya bertujuan
memberikan informasi dan penerangan serta pendidikan kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi atau bersikap

positif terhadap pesan yang disampz«.lik.em.61

%% AZ Nasution dkk, Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis
Periklanan di Indonesia, BPHN, Jakarta 1994 (selanjutnya disingkat AZ Nasution II), h. 13
z? Alo Liliweri, Dasar-dasar Komunikasi Perikianan, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, h. 31
Ibid b 32
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Iklan standar (selanjutnya disebut iklan) memegang peranan penting dalam
memberikan informasi kepada konsumen tentang produk-produk tertentu, sehingga
atas informasi yang diperoleh dari iklan tersebut, konsumen bersedia membeli/
menggunakan produk tertentu, akan tetapi karena iklan tidak selamanya memberikan
informasi yang benar kepada konsumen, maka konsumen dirugikan karenanya.

Walaupun iklan ini dapat merugikan konsumen, namun bagi banyak produsen
di Indonesia, iklan seolah-olah dianggap sebagai suatu alat promosi yang tidak
memiliki akibat hukum. Iklan yang dapat merugikan konsumen dapat berupa baif
advertising, blind advertising, dan fulse advertising.”*

Bait advertising adalah suatu iklan yang tidak jujur untuk menjual produk
karena pengiklan tidak berniat menjual barang yang diiklankan. Tujuanya agar
konsumen mengganti membeli barang yang diiklankan dengan barang jualan lainnya
yang biasanya lebih mahal atau lebih menguntungkan pengiklan.®

Blind advertising adalah suatu iklan yang cenderung membujuk konsumen
untuk berhubungan dengan pengiklan namun tidak menyatakan tujuan utama iklan
tersebut untuk menjual barang atau jasa, dan tidak menyatakan identitas pengiklan.**

False advertising adalah jika representasi tentang fakta dalam iklan adalah

salah, yang diharapkan untuk membujuk pembelian barang yang diiklankan, dan

2 Ahmadi Miru, op cif, h. 49
3 Jbid, h. 50
5 Ibid
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bujukan pembelian tersebut merugikan pembeli, serta dibuat atas dasar tindakan
kecurangan atau penipuan.(’s

Dart apa yang telah diuraikan diatas, saya berpendapat bahwa baik bair
advertising, blind advertising, maupun false advertising adalah merupakan informasi
yan;g tidak memadai yang disampaikan oleh pengiklan (pelaku usaha) di dalam
memasarkan produknya, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada

konsumen.

3. Informasi Tidak Memadai Dalam Kerangka UU No. 8 tahun 1999
Pengertian informasi tidak memadai tidak ditemukan baik dalam UU No. 8
tahun 1999, maupun dalam PP No. 69 tahun 1999. Tapi secara implisit dapat
ditafsirkan dart penjelasan pasal 5 PP No. 69 tahun 1999 bahwa, informasi tidak
memadai adalah :
1. Informasi yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak
meémuat keterangan yang diperlukan
2. Informasi yang menyesatkan yaitu pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal
seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan produk
makanan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan

mengenat produk makanan tersebut.

 Ibid

informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk
Tesisyang dipromosikan, sebaliknya Kelariehaspigiodukdeersebut ditutup-tutupi. | Gusti Ayu Puspawati
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Pentingnya informasi yang memadai karena disamping merupakan hak
konsumen, juga karena ketiadaan informasi dan informasi yang tidak meriadai
merupakan salah satu jemis cacat produk, yang akan sangat merugikan konsumen.
Ahmadi Miru dalam desertasinya menyatakan bahwa penyampaian informasi
terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan maupun yang berupa
instruksi.®
3.1. Representasi

Representasi yang benar terhadap suatu produk adalah merupakan hal penting
yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Salah satu penyebab terjadinya kerugian
terhadap konsumen adalah karena terjadinya misrepresentasi terhadap produk
tersebut.

Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan
misrepresentasi banyak disebabkan karena fergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur
produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat
informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk
yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.

'Representasi suatu produk, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
diatur dalam Bab IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Larangan
yang berkaitan dengan representasi tersebut adalah sebagaimana ditentukan di dalam

pasal 8 ayat (1) UUPK yaitu : pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau

% Ibid, h. 141
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memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang

dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /

atau jasa tersebut.

Demikian pula pelakn usaha dilarang menawarkan, mempromosikan,

mengikliankan suatu barang dan / atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah :

a.

Barang tersebut telah memenuhi dan / atau memiliki potongan harga,
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik
tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan / atau baru;

=g e o

k.

Barang dan / atau jasa tersebut telah mendapatkan dan / atau memiliki
sponsor, persetujuan, periengkapan tertentu, ciri-ciri Kerja, atau aksesoris
tertentuy;

Barang dan / atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai
sponsor, persetujuan atau afiliasi;

Barang dan / atau jasa tersebut tersedia;

Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

Barang tersebut merupakan kelengkapan barang tertentu;

Barang tersebut berasal dari daerah tertentu,

Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan / atau jasa
lain;

Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya,
tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang
lengkap;

Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perihal unsur-unsur dari a sampai dengan k tersebut diatas diatur dan

dijelaskan secara rinci dalam pasal 9 ayat (1) UUPK.

Disamping berbagai larangan diatas, masih banyak larangan bagi pelaku

usaha dalam menawarkan barangnya kepada konsumen, namun secara garis besarnya,

kesemuanya itu adalah mengenai kualitas / kondisi, harga, kegunaan, jaminan atas

barang tersebut, serta pemberian hadiah kepada pembeli.

Tesis
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Berdasarkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan representasi produk
dalam UUPK, maka tidak dipenuhinya ketentuan tersebut oleh produsen yang
menyebabkan kerugian konsumen, menurut pendapat saya dapat dituntut berdasarkan
perbuatan melangga; hukum sehingga dirasakan akan cukup memberikan
perliﬁdungan hukum dari tindakan produsen yang memberikan representasi yang
tidak benar atau misrepresentasi.

3.2. Peringatan

Mengenai hal peringatan / wamning, Peringatan ini sama pentingnya dengan
instruksi penggunaan suatu produk, yang merupakan informasi bagi konsumen,
walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, yaitu instruksi terutama, telah
diperhitungkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, sedangkan peringatan
dirancang untuk keamanan penggunaan produk.®’

Peringatan yang merupakan bagian dari pemberian informasi kepada
konsumen ini merupakan pelengkap dari proses produksi. Peringatan yang diberikan
kepada konsumen ini memegang peranan penting dalam kaitan dengan keamanan
suatu produk. Dengan demikian pabrikan (produsen pembuat) wajib menyampaikan
peringatan kepada konsumen, Hal ini berarti bahwa tugas produsen pembuat tersebut

tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi.%®

%7 Ibid, h 146 dikutip dari Jerry J. Philips, Products Liability, West Publisbing Company St Paul
Minessota, 1993, h. 211

® HDuintier Tebbens, Infernational Product Liablity, A Study of Comparative and
International Legal ASPECT OF Product Liability, Sijthoff & Noordh off International Publishers,
Netherlands, 1980, h. 8
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Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan
atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang / tidak memadai menyebabkan suatu
produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi.

Hal ini tidak saja berlaku bagi peringatan-peringatan yang bersifat sederhana,
sebagai contoh misalnya jauhkan dari jangkauan anak-anak, disamping itu juga
peringatan harus memuat mengenai efek sampingan setelah pemakaian suatu produk
tertentu. Begitu pula jika kelompok pemakai adalah anak-anak atau orang tua, maka
harus dicantumkan peringatan yang lebih jelas dan tegas. Peringatan maupun
petunjuk-petunjuk cara pemakaian harus disampaikan sesuai dengan sifat produk dan
kelompok pemakai. Dalam kaitan dengan penyampaian informasi tentang
penggunaan produk kepada konsumen, maka peringatan untuk obat-obatan
selayaknya lebih lengkap dibandingkan dengan informasi untuk produk lainnya.
Informlasi vang tidak disertai dengan petunjuk pemakaian maupun peringatan dapat
dianggap sebagai informasi tidak memadai.

Kelalaian menyampaikan peringatan kepada konsumen yang berakibat
menimbulkan bahaya tertentu, akan menimbulkan tanggung gugat bagi produsen,
oleh karena walaupun secara fisik produk tersebut tidak cacat, namun secara hukum
produk tersebut dikategorikan sebagai produk cacat instruksi, karena dapat
membahayakan konsumennya.

Permasalahan yang sering timbul adalah produsen telah menyampaikan
peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca

peringatan yang telah disampaikan kepadanya, atau dapat pula terjadi bahwa
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peringatan itu telah disampaikan, namun tidak jelas atau tidak mengundang perhatian
konsumen untuk membacanya.
3.3.Jnstruksi

Kemudian mengenai hal instruksi. Selain peringatan, instruksi yang ditujukan
untuk menjramin eﬁ.siensi penggunaan produk, juga penting untuk mencegah
timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman nformasi bagi konsutnen yang
berupa instruksi atau petunjuk/prosedur pemakaian suwatu produk merupakan
kewajiban bagi produsen agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan
informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya konsumen berkewajiban
untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan (pasal 5 UU PK).

Walaupun terdapat kewajiban bagi konsumen untuk mengikuti instruksi
penggunaan suatu produk, namun instruksi tersebut tidak selamanya dipatuhi oleh
konsumen, misalnya untuk penggunaan suatu produk (obat-obatar) oleh dokter atau
berdasarkan label produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya
hanya dalam dosis tertentu, misalnya satu tablet perhari, namun konsumen sendini
tidak mematuhi instruksi tersebut. Kesalahan konsumen dalam penggunaan produk,
juga banyak terjadi pada penggunaan obat bebas (obat tanpa resep). Walaupun obat
bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur apabila
digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada label beserta peringataunya, namun
permasalahannya adalah mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas

sesungguhnya bukaniah hal yang mudah dan menguntungkan, oleh karena tanpa
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dibekali dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat menyebabkan
terjadinya ketidak tepatan penggunaan obat yang dapat berakibat memperburuk
kondisi tubuh.

Instruksi yang disampaikan pada konsumen suatu produk memang banyak
berkattan dengan produk obat-obatan, namun ini bukan berarti bahwa produk lain
tidak membutuhkan instruksi tentang cara pemakaiannya. Instruksi tetap dibutuhkan
oleh konsumen oleh karena ketiadaan instruksi, instruksi yang tidak jelas sehingga
dapat dikatakan sebagai informasi tidak memadai akan menimbulkan kerugian pada
konsumen jika digunakan secara keliru karena tidak adanya instruksi tentang caru
pemakaian.

Akhir-akhir ini semakin banyak saja produk makanan/minuman berserat yang
ditawarkan kepada masyarakat, baik melfalu iklan, media cetak maupun elektromk.
Apakah informasi yang tertera pada iabel produk tersebut sudah memadai atau tidak,
dibawah im saya kutip beberapa hal yang ada kaitannya dengan informasi yang tidak
memadai.

Dar hasi temuan survet yang dilakukan PIRAC (Public Interest Research and
Advocasy) terhadap beberapa produk makanan/minuman berserat yang ada di pasar,
beberapa produk makanan/minuman berserat ada indikast melakukan pelanggaran

hukum.””

% Sudaryatmo, Menggugat Klaim Label atau Iklan Makanan Berserat, Worta Konsumen, April
2002 No.04/XX V1L selanjutya disingkat Sudarvatmo 11, h.30
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Adapun sifat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan beberapa produk

makanan/minuman berserat antara lain .

1. Ada tiga produk makanan/minuman berserat yang tidak mencantumkan tanggal
kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas
barang tertentu.”” Hal ini berarti melanggar pasal 8 ayat 1 huruf g UU
Perlindungan Konsumen,

2. Untuk produk makanan/minuman berserat dengan merk Vegeta, Fiber, Fortyplus,
Kunyit Asam Fiber, Swallow Globel Brand dan Mulax, dalam bentuk tidak
memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat akibat sampingan
untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”’ Hal ini
berarti melanggar pasal 8 ayat | huruf 1 UU Perlindungan Konsumen.

3. Untuk produk makanan/minuman berserat dengan merk Vegeta, Fiber, Fortyplus,
Kunyit Asam Fiber, Swallow Globel Brand dan Mulax, dalam bentuk tidak
memuat informasi mengenai resiko pemakaian produk tersebut.”* Menurut hemat
saya hal ini adalah melanggar ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf ¢ UU Perlindungan
Konsumen.

Dari temuan fakta di lapangan, terhadap keberadaan produk
makanan/minuman berserat, apa yang dapat dilakukan oleh konsumen/lembaga

konsumen karena produk-produk tersebut memberikan informasi yang tidak memadai

" 1hid
" 1hid

™ [bid, h.31
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kepada konsumen. Dalam hal yang seperti ini tentunya pelaku usaha dapat dimintai
pertanggungjawaban (istilah yang dipakai dalam UU PK), namun dalam tulisan ini
saya memakai isitilah tanggung gugat, yang mana hal ini akan dibahas pada bab
berikutnya.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat saya simpulkan bahwa bentuk-bentuk
informast yang tidak memadai dalam kerangka UU No. 8 Tahun 1999 tersebut adalah
. informasi yang isinya baik mengenai representasi (uraian), warning (peringatan),
instruksi (petunjuk pemakaian atau cara penyajian) yang teriera dalam label kurang

lengkap sehingga memmbulkan cacat dalam informasi.
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BAB IV
TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA

DALAM KAITANNYA DENGAN PELABELAN

1. Dasar Hukum Tanggung Gugat Pelaku Usaha

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab sudah aipakai secara umum
oleh masyarakat untuk terjemahan responsibility dan liability dalam bahasa Inggris.
Namun demikian banyak juga kalangan sarjana hukum yang memisahkan antara kata
responsibility dengan liability yaitu menerjemahkan responsibility dengan tanggung
jawab, sedangkan liability dengan tanggung gugat. UUPK menggunakan istilah
tanggung jawab baik untuk ganti rugi dalam sanksi pidana dan perdata sedang dalam
tulisan ini, saya memakai kata tanggung gugat untuk terjernahan liability.

Mengenat tanggung gugat pelaku usaha imt diatur dalam Bab VI UUPK mulai
dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Sedangkan tanggung gugat pelaku usaha dalam
kaitannya dengan pelabelan disamping pengaturannya dapat dilihat dalam PP No. 69
tahun 1999, juga dalam beberapa keputusan Menteri Kesehatan ataupun Peraturan
Menteri Kesehatan yang ada kaitannya dengan pelabelan.

UUPK tidak menganut tanggung gugat mutlak atau strict Iiability, namun
hanya disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti
rugt atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

- barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK).

77
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Pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan dalam gugatan ganti rugi tersebut
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 28 UUPK). Dengan
demikian tanggung pugat yang dianut dalam UUPK adalah tanggung gugat
berdasarkan kesalahan, dengan beban pembuktian pada pelaku usaha.

Perlindungan konsumen dengan cara mengatur perijinan/syarat-syarat
menjalankan usaha dan penindakan atas pelanggarannya mengandung keuntungan
dan kelemahan tertentu yang konsumen sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali
mengujinya dihadapan pengadilan yaing berwenang untuk penyelenggaraan itu.”
Adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang perlindungan konsumen yang
menyediakan upaya hukum yang khas bagi konsumen tentang hak dan kewajiban dan
peradilan sengketa mereka akan memudahkan konsumen menentukan pilihan apakah
akan memusyawarahkan masalahnya dengan pihak yang menyebabkan terjadinya
kerugian rtu atau menjalankan upaya hukum metalui pengadilan.

Terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen
yaitu

[. Instrumen hukum perdata

2. Instrumen hukum publik, terdin dan imstrumen hukum administrasi,

hukum pidana ™

Dalam lapangan hukum administrasi pemerintah mengeluarkan berbagai

ketentuan normatif yang membebant pelaku usaha dengan kewajiban tertentu.

 Ibid, h. 135
™ Ibid h 136
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Sebagai contoh : hasil produksi harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan,
limbahnya harus di bawah ambang batas, harga jual dikendalikan oleh pemerintah
dengan melakukan operasi pasar. Semua itu kebijakan yang bersifat administratif.
Walaupun sasaran langsungnya kepada pelaku usaha, tetapi dampak positif dari
kebijakan itu sebenarnya ditujukan kepada konsumen sebagai warga masyarakat
terbesar. |

Karena pemerintah sebagai instansi pengeluar ijin, maka dalam bidang
administratif, pemerintah berwenang meninjau kembali setiap ijin yang dinilai disalah
gunakan. Hal ini berarti sanksi administratif dapat bersifat represif, lazimnya berupa
pencabutan i1jin usaha.

Ketentuan pasal 63 UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa
Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku bagi pangan yang
diproduksi dan dikonsumsi oleh kalangan rumah tangga. Schingga saya
berkesimpulan bahwa memang dimungkinkan suatu produk itu tanpa label dan
produk yang harus disertai dengan label.

Meskipun untuk industri rumah tangga ketentuan pelabelan tidak berlaku
baginya, tapi jika yang diproduksi adalah :

a. susu dan hasil olahnya;,

b. makanan bayi;

¢. makanan kalengan steril komersial;

d. minuman keras.
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Maka perusahaan makanan industri rumah tangga tersebut wajib mendaftarkan
makanan hasil produksinya (Pasal 4 Per Men Kes RI No. 382/1989). Sehingga jika
terjadi pelanggaran dalam arti penanggung jawab memberikan keterangan yang tidak
benar pada labeinya, maka berdasarkan Per Men Kes RI No. 382 tahun 1989 tentang
pendaftaran makanaﬁ, menurut pasal 20 nya, perusahaan tersebut wajib menarik
makanan yang bersangkutan dari peredaran dan melaporkan pada Dijen POM, dan
jika dalam jangka waktu 2 bulan produsen atau importer tidak melaksanakan sanksi
tersebut akan dikenakan pencabutan nomor pendaftaran dan selanjutnya keputusan
tentang sanksi tersebut diumumbkan kepada masyarakat luas.

Memang ada suatu perkecualian, dimana untuk beberapa jenis makanan
tertentu dibebaskan dari wajib daftar yaitu scbagaimana diatur dalam pasal 5 Per Men
Kes RI No. 382/1989. Akan tetapi jika terjadi kerugian pada konsumen, maka saya
berpendapat bahwa pelaku usaha berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPK tetap dibebani
kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Jika pelaku usaha menolak, maka dapat
digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,

Sedangkan tanggung gugat pelaku usaha dalam hal makanan datuwarsa
sebagaimana diatur dalam Per Men Kes RI No. 180/1985, yang mana dalam pasal 5
ayat {1} nya ditentukan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban mencantumkan
tanggal daluwarsa pada label dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika

menunjuk pada pasal 61 PP No. 69 tahun 1999, maka pelanggaran terhadap ketentuan

Tesis Label Sebagai Perwujudan ... | Gusti Ayu Puspawati



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

81

pelabelan dapat dikenakan sanksi administratif dan denda maksimum Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah).

Berbeda halnya dengan pelanggaran terhadap kehalalan produk makanan.
Berdasarkan Kep Men Kes RI No. 82 tahun 1996, pasal 16 menetapkan sanksinya
adalah sanksi pidana,. yang merujuk pada UU No. 23 tahun 1992 tentang keschatan

disamping juga dapat dijatuhkan sanksi administratif.

2. Tanggung Gugat Perdata Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan
Melanggar Hukum.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata memang sama sekali tidak
pernah disebut-sebut kata “konsumen”. Istilah lain yang sepadan dengan itu adalah
seperti pembeli, penyewa dan si berutang (debitur).” Sebelum lahimya UUPK
hukum positit Indonesia tidak menggunakan istilah konsumen, kecuali dalam dua
peraturan perundang-undangan yaitu ketetapan-ketetapan MPR saja, yang dapat
dilibat dari susunan kalimat Tap MPR 1993, ... meningkatkan pendapatan produsen
dan melindungi konsumen ...., tentunya bahwa konsumen yang dimaksud adalah
konsumen akhir, dan mereka ini harus dilirxdtmgi.-’6 Dalam UUPK pun, yang
dimaksud dengan konsumen adalah konsumen akhir. Hubungan hukum secara

sukarela terdapat antara konsumen dan pengusaha, dengan mengadakan sesuatu

” Shidarta, op cit, h. 80
™ AZ Nasution, op cit, h. 138
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perjanjian tertentu. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban pada
masingfmasing pihak.

Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk
memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut,
maka dapat terjadi perbuatan ingkar janji (cidera janmj, wanprestasi).” Misalnya
penjual menyerahkan barang atau menyelenggarakan jasa yang tidak sesuai baik
mengenai mutuy, jumlah, saat penyerahan. Perbuatan ingkar janji penjual memberikan
hak pada pihak yang lain (konsumen) untuk menggugat ganti rugi berupa beaya,
kerugian dan bunga (pasal 1245 KUH Perdata).

Pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menggugat ganti rugi terhadap
pihak lainnya, terdiri dari pelaku sendiri atan orang-orang yang menjadi
tanggungannya (pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata).

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar
hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, miengganti kerugian tersebut. Kesimpulan dari
pasal itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan/kelalaian,
kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu.
Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut UU membebankan pembuktian
kesalahan pada mereka vang menggugat ganti rugi. Hal ini terlihat dari pasal 1865

BW yo pasal 163 HIR yang menentukan :

7 Ihid, h. 10}
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‘Setiap orang yang mendalilkan bahwa ialmempunyai sesuatu hak atau guna
meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah hak orang lain, menunjuk
pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut.

Berdasarkan instrumen hukum perdata, bahwa tanggung gugat atas kerugian
seseorang karena perbuatan pihak lain, dapat berdasarkan perbuatan ingkar janji
{(wanprestasi) apabila terdapat perjanjian antara para pihak, atau karena adanya
perbuatan melanggar hukum apabila tidak terdapat perjanjian antara para pihak
tersebut. ™

Tanggung gugat perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum,
membebani penggugat kewajiban untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian pihak
tergugat atas kerugian yang dideritanya, misalnya karena suatu produk cacat. Beban
membuktikan kesalahan orang lain, termasuk cacatnya produk, bukan pekerjaan yang
mudah, murah atau sederhana. Kondisi instrumen hukum perdata dan hukum acara
perdata sedemikian itu, tampaknya mecrupakan penyebab keengganan ‘“onsumen
untuk maju ke pengadilan dan menggugat ganti rugi. Keadaan seperti i juga semula
dialami oleh negara-negara maju lainnya dan memang dirasakan sebagai hambatan
dalam upaya perlindungan konsumen.

Namun dengan berlakunya UUPK penggugat tidak lagi dibebani kewajiban
untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dan ketentuan pasal

28 UUPK yaitu : pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan

"8 Ibid h. 171
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ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22 dan pasal 23 merupakan
beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan produk yang cacat dapat dikategorikan ke dalam 3
bentuk yaitu : pertama, cacat dalam produksi (productions flaws), kedua cacat dalam
design  (design defécts); dan ketiga ketidaktepatan informasi (in adequate
information).””

Jika dikaitkan dengan pelabelan, maka ketidaktepatan informasi pada
pelabelan dapat dianggap sebagai salah satu jenis cacat produk. Akan tetapi di
Indonesta, UUPK tidak memakai istilah cacat produk. Istilah yang dipakai dalam
UUPK adalah :

- cacat tersembunyl, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf f dan

pasal 11 b

- cacat atau bekas, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)..

Pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung gugat apabiia ia dapat

membuktikan bahwa :
a. cacat barang timbul pada kemudian hari (pasal 27 b UUPK)
b. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang (pasai 27

c UUPK)}.

Apabila ditafsirkan secara a contrario, maka pelaku usaha tetap dibebani

kewajiban untuk bertanggung gugat apabila terbukti bahwa cacat timbul sebelum

?H Duintjer Tebbens, op cit, b 7-8.
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diserahkannya barang atau cacat timbul akibat tidak dipenuhinya ketentuan mengenat
kualifikasi barang.

Timbulnya konsep product liability dan perkembangannya di Amerika Senkat
pada umumnya, melalui tiga saluran yaitu : negligence (kurang cermat), breach of
warranty (pelanggaran janji/jaminan), dan strict liability (tanggung gugat ketat). 80

Shidarta pun dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan
bahwa gugatan product liability itu dapat dilakukan berdasarkan tiga hal :

(1) Ada unsur kelalaian (negligence)
(2) Melanggar jaminan (breach of warranty)
(3) Tanggung jawab mutlak (strict liability).*'

Oleh karena berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pihak konsumen, maka
hukum tentang product liability, khususnya di Amerika Serikat, sejak tahun
1960 an diberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability principle).*
Jepang sebagai salah satu negara pesaing berat Amerika di bidang perdagangan juga
telah mengintroduksi product liability dalam sistem hukumnya.83

Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapat saya simpulkan bahwa meskipun
Indonesia {idak menganut prinsip tanggung gugat mutiak, namun dalam UUPK,
ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung gugat produk tersebut dimuat dalam

pasal 7 sampai dengan 11. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut (mulai pasal §)

% Sri Handajani, op cit, . 88

% Shidarta, op cif, h. 64

*2 Sri Handajaui, op cit, h. 95

%} Sri Redjeki Hartono, H.E. Saefullah, dkk, op cit, h. 53
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dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan pasal 62 UUPK. Pasal 19 ayat
{1} UUPK, secara lebih tegas merumuskan tanggung jawab produk ini dengan
menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa
vang dihasilkan atau diperdagangkan.

Tanggung pugat produsen di Belanda didasarkan pada hukum perikatan yang
meliputi gugatan wanprestasi dan onrechtmatigedaad. Pembuktiannya dibebankan
pada pihak penggugat atau konsumen yang harus membuktikan adanya kesalahan dan
hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Kesulitan-kesulitan bagi asas tanggung gugat kesalahan berdasarkan
onrechtmatigedaad dalam perkembangan mengalami perubahan melalui putusan-
putusan pengadilan. Asas pembalikan beban pembuktian mulai diterapkan dalam
kasus-kasus konsumen, demikian juga tanggung gugat resiko menyusul dalam kasus-
kasus konsumen berikutnya.®

Di Betanda tanggung gugat produsen telah diatur dalam buku keenam yang
baru (NBW) dan telah disahkan Januari 1992, Pengaturan tanggung gugat produsen
disana disebut dengan terminologi “Produktenaanspraklijkheid”.*

Sistem tanggung gugat resiko bagi gugatan konsumen diterapkan dalam

ketentuan buku 6 (enam) bagian 3 (tiga) tentang Perikatan.

¥ Qi Handajani, op cit, h. 98
8 Ihid.
% Ihid h. 99
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Pasal 185 NBW (6.3.3.1) bahwa : produsen bertanggung gugat atas kerugian yang
disebabkan cacat dalam produksinya, kecuali dalam 6 (enam) hal yaitu :

a. Jika dia tidak menyalurkan produksi tersebut dalam lalu lintas
perdagangan.

b. Terjadinya cacat itu adalah kemudian

¢. Jika produksi tersebut tidak dibuat untuk dijual atau disebar luaskan dalam
beberapa bentuk lain.

d. Jika cacat tadi merupakan akibat dari kenyataan sesuainya produksi
dengan ketentuan-ketentuan penguasa yang memaksa.

e. Jika didasarkan atas penelitian secara ilmiah den teknis, tidak
memungkinkan untuk menemukan cacat dalam produksi.

f. Dalam hal menyangkut produsen bahan dasar atau pengusaha pabrik suku
cadang, jika kesalahan adanya cacat adalah pada rancangan dari produks)
yang bahan dasar atau suku cadang itu merupakan bagiannya, maupun
pada instruksi-instruksi yang diberikan oleh pengusaha pabrik dan
produksi tersebut.”’

Lebih lanjut menurut pasal 186 (6.3.3.2) NBW, bahwa produk dinilai cacat bila tidak
membetikan rasa aman yang dapat diharapkan, dengan memperhatikan :

‘1. Penyajian produksi tersebut.

2. Pemakaian yang pantas atas produksi tersebut.

3. Pada saat disalurkannya produk tersebut dalam lalu lintas perdagangan *

Dari hal tersebut diatas dapat saya simpulkan bahwa pada prinsipnya
tanggung gugat produsen dalam hal pelabelan di Indonesia didasarkan atas perbuatan
melanggar ketentuan dalam UUPK dan peraturan pelabelan dengan beban

pembuktian berdasarkan kesalahan pada pelaku usaha.

87 Ibid, h. 100

8 Ihid
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3. Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha

Dalam kaitannya dengan pelabelan sanksi administratif itu diatur tersebar di
dalam berbagai peraturan. Dalam UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan, pasal 54
menyatakan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pemerintah berwenang mengambil
tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan UU ini.
(2) Tindakan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. Peringatan secara tertulis;

b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk
menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat resiko tercemarnya
pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;

Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan jiwa manusia;

Penghentian produksi untuk sementara waktu,

Pengenaan denda paling tmggl Rp 50.000.000,- (Jima puluh juta rupiah);

Pencabutan ijin produksi atau ijin usaha.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

-0 oo

Sanksi administratif ditujukan kepada pelaku usaha, baik itu produsen
maupun para penyalur hasil-hasi! produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan
perijinan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada pelaku
usaha/penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran ijin-ijin itu dapat dicabut secara
sepihak oleh pemerintah. Pencabutan ijin hanya bertujuan menghentikan proses
produkst dari pelaku usaha, yang berarti melindungi konsumen, vakni mencegah
jatuhnya lebih banyak korban. Selanjutnya hak-hak konsumen yang dirugikan dapat
dituntut dengan bantuan hukum perdata dan/atau pidana.

Sanksi administratif seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi

perdata atau pidana. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan imi
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1. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Penguasa
sebagai pihak pemberi ijin tidak perlu meminta persetujuan dari pthak manapun.
Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan. Bagi pibak yang
terkena sanksi ini dibuka kesempatan untuk membela diri, antara lain mengajukan
kasus tersebut ke pengadilan tata usaha negara, tetapi sanksi itu sendin dijatuhkan
terlebih dahulu, sehingga berlaku efektif.

2. Sanksi perdata dan/atau pidana acapkali tidak membawa efek jera bagi pelakunya.
Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibandingkan
dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen. Mekamsme
pengaturan putusan yang berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama.®

Walaupun secara teoritis instrumen hukum administrasi negara ini cukup
efektif, tetap ada kendala dalam penerapannya. Dalam penerapan peraturan
perundang-undangan administratif ini tampaknya terdapat beberapa tahap penindakan
terhadap pelaku yang melanggar peraturan, yaitu tindakan awal berupa peringatan-
peringatan lisan atau tertulis. Baru kemudian disusul dengan tindakan tertentu

(penarikan nomor daftar/registrasi dari produk, memerintahkan penarikan produk dari

pasar, perintah memeriksakan produk tersebut di laboratorium dan sebagainya).

Apabila pelanggaran bersifat sangat membahayakan masyarakat, maka
tindakan tersebut dapat berupa pencabutan nomor pendaftaran produk, pencabutan
1jin usaha dan bahkan mengajukannya ke depan pengadilan.

Selanjutnya PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan pasal 61
nya menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pelabeian dikenakan
tindakan administratif. Tindakan administratif yang dapat dikenakan adalah sama

dengan yang tercantum dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1996 tersebut diatas.

¥ Shidarta, op cit, h. 96
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4, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha
Pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan disamping dapat dikenakan sanksi
administratif, tidak menutup kemungkinan dapat juga dikenakan sanksi pidana, bila
ternyata dipenuhi unsur-unsur pidana.
Sebagai contoh dapat saya kemukakan disini ketentuan UU No. 7 tahun 1996_
tentang pangan, dalam pasal 58 hurufj ditentukan :
Barang siapa memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam
ikian atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut
persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, dipidana dengan pidana penjara
paling fama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,-
(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
Khusus tentang label halal ini, Kep Men Kes No. 82 tahun 1996, dalam pasal

16 nya menetapkan sanksi bahwa :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan sanksi
pidana berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan atau Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam KUHP dan atau UU No. 23 tahun
1992 pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

Pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan dalam Kep Men Kes No. 82 tahun

1996 pasal 16 diancam sanksi pidana yang merujuk pada UU kesehatan. Dalam pasal

84 dari UU Kesehatan yaitu UU No. 23 tahun 1992 ditentukan :
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Barang siapa mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikémas tanpa
mencantumkan tanda atau label sebaéaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda
paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan menurut pasal 85 ayat
(2), tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dikategorikan sebagai
pelanggaran.

Sanksi pidana dalam UU PK diatur dalam pasal 61, 62 dan 63. Menurut
ketentuan pasal 61 UU PK, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha
dan/atau pengurusnya. Di dalam pasal berikutnya yaitu pasal 62 UU PX ditentukan
bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang pada intinya menyangkut
tentang pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenamnya yang
tertera dalam label apakah menyangkut tentang jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran yang secara lebih rinci diuvraikan dalam pasal 8 UU PK, dipidana dengan
pidana pemjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dalam kaitan dengan masalah kehalalan ini masih segar dalam ingatan, saat
produk bumbu masak Ajinomoto dinyatakan haram bagi umat Islam oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Ajinomoto dinyatakan haram sebab dalam proses
pembuatam:)ya PT. Ajinomoto menggunakan bakteri bacto soytone. Pengharaman

Ajinomoto tersebut berakibat munculnya reaksi sosial yang cukup keras. Respon
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PT. Ajinomoto diwujudkan dengan menarik semua produk Ajinomoto dar seluruh
pasaran di Indonesia.

Namun bagi YLKI, kebijakan penarikan produk Ajinomoto dari pasaran
belum menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Asumsinya secara yuridis,
pelanggaran haram halal terhadap suatu produk pangan, bukan merupakan kasus
perdata saja, tetapi merupakan kasus pidana. Karenanya kendati persoalan perdata
telah dilakukan (menarik produk dan peredaran), tetapi pertanggung jawaban pidana
produsen Ajinomoto tetap harus diproses. Sebab jika hal ini dibiarkan, akan
memberikan perseden buruk bagi masa depan perlindungan konsumen, khususnya
terhadap kasus-kasus pidana.

Bukti-bukti yuridis bahwa pelanggaran PT. Ajinomoto menyangkut aspek
hukum pidana antara lain melanggar UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, PP No.
69 tahun 1999 tentang label dan lklan Pangan serta UU No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UU PK).*

Atas dasar itulah YLKI kemudian mengadukan (melaporkan) PT. Ajinomoto
dan PT. Ajinex International ke Polda Metro Jaya. Sayangnya setelah melewati
proses penyidikan panjang, berdasarkan Surat Korps Reserse Polri Direktorat Pidana
Tertentu Nomor : b/322/VI/2001, tanggal 25 Juni 2001, kasus Ajinomoto dinyatakan

dihentikan penyidikan, alasannya menurut pihak kepolisian, karena tidak cukupnya

? AZ Nasution, $P3 Kasus Ajinomoto, Warta Konsumen, Oktober 2001/No. 10 tahun XXVII
(selamjutnya disingkat AZ Nasution I}, h. 29
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bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam kasus
tersebut.”’

Dari hal tersebut diatas dapat saya simpulkan bahwa tanggung gugat pelaku
usaha sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Yang mana tujuan dari
perlindungan konsumen itu antara lain disebutkan dalam pasal 3 UUPK adalah untuk
menciptakan sistem perlindungan konsumen mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi, disamping untuk menumbubkan kesadaran pelaku usaha
mengeﬁai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha.

! 1bid
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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya
tentang “Labe} sebagai perwujudan hak konsumen atas informasi kaitannya dengan
perlindungan konsumen™ dapat disimpulkan bahwa :

a. Ketentuan-ketentuan mengenai pelabelan produk makanan dapat

dikatakan sudah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen.UU
No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP No. 69 tahun 1999 tentang
Label dan lklan Pangan dilihat dar substansinya memuat ketentuan yang
mewajibkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan
yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib
mencantumkan Jabel pada, didalam dan atau kemasan produknya dan
sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang: nama produk, daftar bahan
yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang
memproduksi atau memasukkan makanan ke dalam wilayah Indonesia
serta tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa. Disamping itu juga memuat
larangan bagi setiap orang yang memproduksi barang dan atau jasa yang
tidak sesuai dengan janjt yang dicantumkan dalam label. Hal ini semua

adalah merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

94
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b. Bentuk-bentuk informasi tidak memadai yang ditemukan pada label
adalah yang menyangkut mengenai representast atau diskripst atau uraian
mengenai pangan, peringatan, dan intruksi atau petunjuk pemakaian atau
cara penyajian yang kurang lengkap, sehingga menimbulkan cacat dalam
informasi. Tanggung gugat pelaku usaha dalam hal terjadinya
pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan adalah dapat dijatuhkan sanksi
administrasif, pidana maupun perdata yang berupa ganti rugi, sesuai

dengan ketentuan dalam UUPK, UU Pangan dan PP tentang pelabelan.
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